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ABSTRAKSI 
 
ASTARI DEWI WIDYAWATI, E13113537, Kepemimpinan Indonesia di 
Indian Ocean Rim Association (IORA) dalam Mendukung Kebijakan Indonesia 
sebagai Poros Maritim Dunia . Dibimbing oleh Agussalim, S.IP., MIRAP. selaku 
pembimbing I dan Burhanuddin, S.IP, M.Si selaku pembimbing II, Departemen 
Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 
Hasanuddin. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang sehingga Indonesia dapat 
memimpin IORA, peranan Indonesia selama memimpin IORA, dan dampak dari 
implementasi kebijakan Indonesia selama menjadi ketua di IORA terhadap 
kaitannya dengan realisasi visi Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia. Untuk 
mencapai tujuan tersebut, maka penelitian yang penulis gunakan adalah tipe 
deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah studi 
pustaka dan wawancara. Penulis menganalisis data menggunakan teknik analisis 
kualitatif yang didukung oleh data kuantitatif dan untuk pembahasan masalah, 
penulis menggunakan teknik penulisan deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa dalam kepemimpinan Indonesia di Indian Ocean Rim Association (IORA) 
untukperiode 2015-2017 dikarenakan Indonesia menjadi Wakil Ketua IORA pada 
periode sebelumnya yaitu 2013-2015. Kepemimpinan Indonesia dalam IORA 
memilki salah satu arti penting dalamvisi Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia. 
Kawasan Samudera Hindia merupakan lingkungan strategis bagi Indonesia, 
Indonesia dapat memperoleh manfaat serta mempengaruhi arah perkembangan 
Samudera Hindi jika mampu menyesuaikan agenda kegiatan IORA dengan pilar 
Poros Maritim Dunia. Dalam kepemimpinan Indonesia di IORA, pemerintah 
Indonesia bekerja sama dengan Menteri dan Instansi-instansi terkait agar dapat 
menyukseskan kepemimpinan Indonesia di IORA serta mendorong agar visi 
Indonesia sebagai Negara Poros Maritim Dunia dapat terwujud. 
 
Kata Kunci: IORA, Poros Maritim Dunia 
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ABSTRACT 
 
ASTARI DEWI WIDYAWATI, E13113537, Indonesia’s Chairmanship in 
Indian Ocean Rim Association (IORA) on Supporting World Maritime Axis 
Policy, under the guidance of Agussalim, S.IP., MIRAP as the first advisor and 
Burhanuddin, S.IP,  M.Si. as the second advisor, Department of International 
Relations, Faculty of Social and Political Sciences, University of Hasanuddin. 
This research aims to determine the background of Indonesian chairmanship’s 
process in IORA, the role of Indonesia during has led IORA that is now underway, 
and the impact of Indonesian policy in IORA as the chair which is connected with 
the recentyrealization of Indonesian vision to be World Maritime Axis. The 
method of research that the authors uses to achieve the objective is descriptive 
qualitative research. The technique of data collection that used in this research is 
library research and interview. The author uses qualitative analysis technique for 
analysing the data and deductive as the technique of writing. This research shows 
that IORA, under the leadership of Indonesia previously as the vice chair in the 
periode 2013-2015. Indonesian leadership in IORA has one of significant 
importance on its vision becoming World Maritime Axis. The Indiean Ocean, is a 
strategic region for Indonesia at its neighbourhood. Indonesia can get its owb 
advantage and direct the development of the Indian Ocean if Indonesia is capable 
to adjust the IORA’s agenda with the pillar of Wolrd Maritime Axis. Indonesia 
leadership in IORA, it does the collaboration with the associated ministry and 
institutions in order to secced Indonesia leadership in IORA and to encourage tyhe 
vision of Indonesia as the World Maritimr Axis’s Country ca be realizes. 
 
Key Words: IORA, World Maritime Axis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
vi 
 
KATA PENGANTAR 
Puji syukur atas segala berkah dan rahmat yang diberikan oleh Allah SWT, 
serta salam dan shalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, atas 
segala kemudahan dan kelancaran yang diberikan selama penulis menyusun 
skripsi sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Hubungan 
Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin. 
Insha Allah, skripsi ini bisa memberikan banyak manfaat kepada setiap orang 
yang membacanya. Skripsi ini merupakan salah satu bukti usaha yang penulis 
lakukan, agar bisa berkontribusi dalam memberikan informasi tambahan untuk 
setiap orang yang ingin mengkaji mengenai Peran Indonesia dalam Indian Ocean 
Rim Association (IORA) dan Kebijakan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.  
Dalam penyusunan skripsi, banyak bantuan dan dukungan serta doa yang 
telah diberikan oleh orang-orang disekitar penulis. Terima kasih yang sebesar-
besarnya penulis ucapkan kepada : 
1. Ayahanda tersayang Aipda Surasmin, Ibunda tersayang Nurbaya, dan 
nenek tersayang Hj. Sitti yang selalu memberikan motivasi, dukungan, 
serta doa yang tak putus, terimakasih atas segala yang telah dilakukan. 
Adik tersayang Dewi Ajeng Hartini serta kucing tersayang Piu dan Nyu 
terimakasih atas segala dukungan dan hiburan yang telah diberikan. 
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Prof. Dr. Andi Alimuddin 
Unde, M.Si beserta jajarannya.  
3. Bapak Drs. H. Darwis, MA., PhD selaku Ketua Departemen Hubungan 
Internasional Universitas Hasanuddin. 
4. Pembimbing I Bapak Agussalim, S.IP, MIRAP dan Pembimbing II Bapak 
Burhanuddin S.IP, M.Si yang telah banyak meluangkan waktu dan tenaga 
tak lupa pula ilmu yang diberikan kepada penulis selama penyusunan 
skripsi. 
5. Seluruh dosen ilmu hubungan internasional: Prof. Mappa, Pak Patrice, 
Pak Darwis, Pak Nasir, Pak Agus, Ibu Puspa, Pak Bur, Pak Aswin, 
Ibu Isdah, Pak Gego, Pak Ishak, Pak Adi, Pak Imran, Pak Husain, 
Ibu Seni, Pak Aspi, Kak Janna, Kak Bama, Kak Tami, Kak Satkar 
vii 
 
yang telah mengajarkan dan membagi segala ilmu selama proses 
perkuliahan sehingga mampu membuat penulis menjadi bertambah 
keilmuannya. 
6. Staf akademik Fisip dan Ilmu Hubungan Internasional (Bunda Lily, Kak 
Rahma, dan Kak Ija) 
7. Pusat Penelitian Sekjen DPR-RI, Kepala Peneliti Hubungan Internasional  
(Dr. phill Poltak Nainggolan). Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, 
Kepala Sub Bagian Kerjasama Intra Kawasan (Rita Octafiani). Lembaga 
Ilmu Pengetahuan Indonesia, Peneliti Kajian Politik (Mario Surya 
Ramadhan). Kementerian Luar Negeri RI Badan Pengkajian dan 
Pengembangan Kebijakan Asia Pasifik dan Afrika, Kabid Kerjasama 
ASEAN dan Kerjasama Intra dan Antar Kawasan (Harya K. Sidharta) 
8. Senior-senior yang telah membagi pengalaman dan memberikan masukan 
kepada penulis. 
9. Sahabat-sahabat selama berkuliah yang memberikan semangat, 
memberikan banyak pengalaman yang tak terlupakan, dan senantiasa 
menemani penulis hingga akhirnya dapat meraih gelar sarjana. 
Terimakasih untuk SEATTLE: Bang Thor Ketua Angkatan tersayang, 
Iswan, Dwiki&Anni, Ayat, Nicha, Aila mesum nih anak, mekay ak ale 
ak salehati, Sandi YNWA, koko Ardi, Ari, Ziza, Budi idola mamaku, 
Cupi, Ucup, Dhea, Mardiah, Asrin Posko Induk, Dhyla, FUM, Zia, Opi 
kemana aja, Sisca, Hasbullah, Husnul, Iccang, Ciwang Pak Pol, Ivonne 
alismu mana, Jenni, Lena, Stadz Jabal, maSHITa, Maul, Ekicabs, Said, 
Namirah, Eda, Nia Elake, Naomi Swift, Yanti, Pepong, Pim, Puji 
Cibeng, Pupe, Rani, Rian ce, Ryan Co, Lia, Tifanny, Tira, Vijay, 
Windows, Oching, Fadhil. 
10. Sohib-sohib selama berkuliah terimakasih atas semua waktu dan tenaga 
serta semangat yang di berikan kepada penulis, kalian punya tempat 
tersendiri terimakasih yaa: Afan salam kepiting, Agung jangan suka lupa 
teman lama yaa, Aufar tetanggaku idolaku, Dyva Bro ku!,  Tenri sang 
Lord Mother, Arfan Ajudanku, Ayyubh aku padamu, Akbar Ciken 
viii 
 
abstrakku, Eka cewek macho ku, Echa mantan KAHIMA, Eng jangan 
suka menggigit, Hildutssku, Ilham suaramu mengalihkanku, Bob carutu, 
Kak Kiki, Upiks, Fajar kota asalmu menyakitkan, Nana pejuang LDR, 
Oji homo, Puput 214, Bepong jangan suka galau, Ikka kuuuu, Aldy 
Utangmu 100,  dan Chandra 24/7 heuheuheu 
11. Sahabat dari awal masuk kuliah sampai sekarang dan seterusnya, yang 
memberikan dukungan dan doa serta dengan sabar mendengar keluh kesah 
penulis untuk sahabatku tersayang A. Wadiah Ulfiah AS, Dian 
Asvirawati YL, A. Hamina, dan St. Maghfirah Ramadhani M. 
12. 10 Sahabat: Adini, Alvian, Aznira, Basuki, Ego, Fahrul, Icha, Upe, 
Rosa. Ft Bridemaids Dewi, Nabila, Awi, Tenri. 
13. Sohib-sohib hits ku: Naldy terimakasih ya, Kak Disa yang punya Bone, 
Kak Ila teman kosongku, Sahabat SD ku (Tika, Ismy, Tria), Sahabat 
KKN (Ayi dan Nisa), Lowis Junior adik nakal. 
14. Seluruh pengurus, anggota dan alumni Himpunan Mahasiswa Hubungan 
Internasional (HIMAHI). 
15. PT. AIA Financial Makassar Star 2 (Tante Emma, Tante Yaya, Tante 
Abi, Tante Ani, Tante Elly, Tante Ratna, Kak Sasa, Kak Ika, Kak Edo, 
dan Kak Ros) 
Semoga segala kebaikan yang telah diberikan oleh semua orang disekililing 
penulis, senantriasa dibalas oleh Allah SWT. Semoga kedepannya penulis bisa 
memberikan hasil penelitian lainnya yang lebih baik. Mohon maaf atas segala 
kekurangan dalam skripsi ini. Semoga segala kemudahan dan kelancaran akan 
selalu didapatkan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Aamiin yrb. 
Makassar, 18 Maret 2017 
 
Astari Dewi Widyawati 
 
ix 
 
DAFTAR ISI 
HALAMAN JUDUL ............................................................................................... i 
HALAMAN PENGESAHAN ..............................................................................  ii 
HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI ...................................... ……iii 
ABSTRAKSI ......................................................................................................... iv 
ABSTRACT ........................................................................................................... v 
KATA PENGANTAR ........................................................................................... vi 
DAFTAR ISI.......................................................................................................... ix 
DAFTAR TABEL .................................................................................................. x 
BAB I PENDAHULUAN……………………………………………………….. 1 
A. Latar Belakang…………………………………………………………. 1 
B. Batasan Masalah dan Rumusan Masalah………………………………. 8 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ………………………………………….9 
D. Kerangka Konseptual…………………………………………………….. 10 
E. Metode Penelitian……………………………………………………….. 13 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA……………………………………………… 17 
A. Regionalisme………………………………………………………… 17 
B. Geopolitik……………………………………………………………. 20 
C. Organisasi Internasional…………………………………………….. 24 
BAB III  INDIAN OCEAN RIM ASSOCIATION (IORA) DAN KONSEPSI POROS 
MARITIM DUNIA………………………………………………………… 30 
A. Indian Ocean Rim Association (IORA)………………………………. 30 
B. Konsepsi Poros Maritim Dunia……………………………………….. 37 
BAB IV KEPEMIMPINAN INDONESIA DI INDIAN OCEAN RIM ASSOCIATION 
(IORA) DALAM MENDUKUNG KEBIJAKAN INDONESIA SEBAGAI POROS 
MARITIM DUNIA…………………………………………………………. 47 
A. Dasar Kepemimpinan Indonesia di IORA…………………………. 47 
B. Implementasi Kepemimpinan Indonesia di Indian Ocean Rim Assoiation (IORA)
 …………………………………………………………………………….52 
C. Dampak kepemimpinan Indonesia dalam Indian Ocean Rim Association (IORA) 
terhadap kebijakan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia…………………….. 84 
BAB V PENUTUP………………………………………………………….. 90 
A. Kesimpulan…………………………………………………………….. 90 
B. Saran…………………………………………………………………… 92 
DAFTAR PUSTAKA…………………………………………………………. 93 
x 
 
DAFTAR TABEL 
 
Tabel 3.1 Negara Anggota IORA 31 
Tabel 3.2 Negara Mitra Wicara 32 
Tabel 3.3 Pengamat 32 
 
 1 
 
BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Lembaga-lembaga internasional telah menjadi fenomena kehidupan 
internasional yang semakin umum. Perkembangan pesat organisasi 
internasional, tumbuhnya bentuk-bentuk perjanjian antar negara, dan 
mendalamnya upaya integrasi regional di Eropa, semuanya merupakan 
representasi formal dari sejauh mana politik internasional menjadi semakin 
terlembagakan. (Carlsnaes, Risse, & Simmon, 2004, hal. 394). Salah satu 
dampak dari Perang Dunia II adalah dunia internasional saat itu dipenuhi 
dengan perjanjian regional di berbagai belahan dunia menuju ke arah 
globalisasi. Berbagai perjanjian telah dibuat baik itu yang bersifat bilateral 
maupun regional. Hal ini dilakukan guna meningkatkan kesiapan negara-
negara anggota dalam menghadapi persaingan global yang saat itu kian 
dianggap nyata.  
Salah satu dari jenis organisasi internasional telah muncul yang dinamakan 
organisasi yang berkomitmen dalam integrasi regional. Organisasi jenis ini 
mengambil wilayah dan menjadikannya sebagai wilayah perdagangan bebas 
dimana negara yang terikat didalamnya setuju untuk melakukan perdagangan 
dan investasi yang mereka miliki terhadap satu sama lain. Skema integrasi 
regional juga dapat disertai dengan pengurangan pembatasan pada setiap 
individu untuk bekerja di negara lain, munculnya satu mata uang tunggal, 
lembaga-lembaga politik,  dan bahkan kebijakan dalam bidang keamanan dan 
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kebijakan luar negeri. Salah satu yang menjadi perdebatan dalam lingkup 
regionalisme yaitu terdapat bentuk daerah pemerintahan dan juga organisasi 
yang menentang pemahaman konvensional dan otoritas dalam politik 
internasional. (Sutch, 2007, hal. 88) 
Dalam piagam PBB disebutkan bahwa setiap negara memiliki hak untuk 
menciptakan suatu organisasi internasional dengan syarat tidak melanggar 
prinsip-prinsip PBB pada umumnya. Organisasi regional dibentuk dalam 
rangka kepentingan ekonomi maupun politik tetapi satu hal yang pasti 
organisasi regional ini dapat terbentuk karena faktor geografi, dimana setiap 
negara-negara anggota berada pada suatu kawasan yang telah disepakati. 
Dalam dunia internasional saat ini keberadaan organisasi regional sangat 
penting. Hal ini dikarenakan ketika negara ingin menyelesaikan masalah 
internalnya tanpa perlu membawanya ke mahkamah internasional, terlebih 
dahulu ada baiknya dimusyawarahkan di dalam forum organisasi regional.  
Salah satu forum regional yang berada pada kawasan Samudera Hindia 
adalah Indian Ocean Rim Association (IORA). Organisasi ini dideklarasikan di 
Mauritius pada bulan Maret 1997. Organisasi ini merupakan organisasi 
regional yang beranggotakan negara-negara yang berbatasan dengan Samudera 
Hindia. Sebelumnya IORA dikenal dengan Indian Ocean Rim Association for 
Regional Cooperation (IOR-ARC). Perubahan nama IOR-ARC menjadi IORA 
resmi diubah dalam Pertemuan Tingkat Menteri ke-13 di Perth, Australia pada 
1 November 2013. Keputusan tersebut dilakukan demi lebih mengenalkan 
IORA kepada dunia internasional dan membuktikan eksistensi dari IORA itu 
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sendiri. Keputusan ini juga turut didukung oleh Leighton G. Luke, Manager of 
Indian Ocean Research Programme, dimana ia mengatakan bahwa “The 
change of name to Indian Ocean Rim Association is important, but it must be 
just the first step towards raising awareness of the organisation and the work it 
is doing, along with cultivating a sense of the Indian Ocean rim as a true 
region, rather than just a series of sub-regions.” (Luke, 2013) 
Samudera Hindia ini sendiri merupakan Samudera ketiga terbesar di dunia 
setelah Samudera Pasifik dan Samudera Atlantik. Samudera Hindia mencakup 
67juta km2 dengan lebar  10.000 km. Pada bagian barat Samudera Hindia di 
batasi oleh Afrika dan Semenanjung Arab; di utara dengan Iran; di timur 
dengan Semenanjung Melayu, Pulau Sunda di Indonesia, dan Australia Barat; 
dan di Selatan oleh Antartika. Samudera Hindia secara geologis merupakan 
laut termuda, dimana Samudera Hindia berfungsi sebagai jembatan yang 
menghubungkan antara Atlantik pada satu sisi dan Samudera Pasifik pada sisi 
lainnya.  
Beberapa nilai strategis Samudera Hindia antara lain bahwa Samudera 
Hindia menjadi jalur perdagangan dunia, sekitar 50 persen kapal dagang 
melalui jalur kawasan ini (1/3 lalu lintas kargo dan 2/3 pengiriman minyak 
dunia), dan 55 persen cadangan minyak bumi dan 40 persen gas berada di 
kawasan ini. (Elizabeth, 2015)Samudera Hindia memiliki potensi yang sangat 
prospektif, diantaranya: pasar yang besar dengan jumlah penduduk sekitar 2,5 
milyar; memproduksi sekitar 1/3 produksi tuna dunia; serta menyimpan 
berbagai cadangan mineral yang bernilai ekonomis tinggi. (Dahlan, 2015). 
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Kawasan Samudra Hindia juga jika dikelompokkan merupakan wilayah dengan 
angka GDP yang tinggi. Hal ini menjadikan kawasan ini sebagai penggerak 
pertumbuhan perekonomian dunia, dimana International Monetary Fund (IMF) 
mencatat bahwa pada tahun 2013 Samudra Hindia diperkirakan memiliki GDP 
sebesar US$ 8 triliun, dari keseluruhan GDP di dunia yaitu sebesar US$ 73,9 
triliun. (International Monetary Fund, 2014) Memandang arti strategis dari 
kawasan Samudra Hindia, sudah sepantasnya negara-negara yang berada pada 
kawasan ini menjalin kerjasama yang saling menguntungkan yakni dengan 
membentuk organisasi regional. Wilayah Samudera Hindia ini memiliki peran 
strategis utamanya pada bidang ekonomi yaitu dimana Samudera Hindia ini 
menghubungkan perdagangan internasional dari Asia ke Eropa dan sebaliknya. 
Jauh sebelum Indonesia menyatakan kemerdekaannya, negara Indonesia 
sudah dikenal dunia sebagai bangsa yang memiliki peradaban maritim. Hal ini 
terbukti pada awal abad ke-9 dimana sejarah mencatat bangsa Indonesia telah 
berlayar jauh dengan menggunakan kapal. Dengan hanya menggunakan alat 
navigasi seadanya bangsa Indonesia pada saat itu telah melakukan perjalanan 
laut dengan maksud untuk pengangkutan komoditas. Hal inilah mengapa 
kerajaan banyak muncul di kawasan Nusantara khususnya yang bercorak 
maritim dan memiliki armada laut yang besar.  
Puncak kejayaan maritim nusantara terjadi pada masa kerajaan Majapahit, 
dibawah kepemimpinan Raden Wijaya, Hayam Wuruk, dan Patih Gajah Mada 
kerajaan ini berhasil menguasai dan mempersatukan nusantara. Bahkan 
kejadian ini mempengaruhi negara-negara di Asia seperti Siam, Ayuthia, 
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Campa, India, Filipina, dan China. Hal ini menyisakan bahwa sejarah 
memberikan gambaran bahwa kerajaan-kerajaan nusantara pada masa lampau 
mampu menyatukan wilayah nusantara dan disegani bangsa lain. (Ambarwati, 
2014) Hal ini menjadi catatan bahwa wilayah nusantara  pernah menjadi kiblat 
dibidang maritim dan kebudayaan pada wilayah Asia. Keketuaan Indonesia 
dalam IORA merupakan salah satu cara dalam upaya untuk semakin 
mengukuhkan peran global maritim yang bermartabat dan disegani 
sebagaimana yang pernah tercatat dalam sejarah. 
Indonesia merupakan negara kepulauan, terbentang dari Sabang sampai 
Merauke, yang tersusun dalam ribuan pulau besar dan kecil, yang terhubung 
oleh berbagai selat dan laut.  Saat ini pulau yang terdaftar dan berkoordinat 
berjumlah 13.466 pulau serta memiliki posisi geografis yang strategis dan 
kekayaan alam yang melimpah. (Badan Informasi Geospial) Terkait dengan 
cita-cita Indonesia untuk menjadi sebuah negara dengan Poros Maritim Dunia, 
Indonesia pada saat ini tengah berupaya memperkuat hubungan bilateral 
dengan negara-negara besar yang berada pada kawasan Samudera Pasifik dan 
Samudera Hindia. Hal ini dimaksudkan agar Indonesia dapat melebarkan 
sayapnya dan memaikan peran yang lebih besar lagi. 
Pemerintahan Indonesia saat ini mengupayakan agar dapat memperluas 
pengaruh Indonesia di kawasan Samudera, khususnya yang mengapit negara 
Indonesia, yakni Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Indonesia 
menganggap bahwa Samudera Hindia ini memiliki peluang yang dapat 
dimanfaatkan oleh Indonesia bagi kepentingan nasionalnya, namun tidak dapat 
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dipungkiri juga terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh Indonesia 
dalam organisasi regional IORA ini. Kawasan ini dianggap Indonesia sebagai 
suatu lingkungan yang kondusif dan strategis untuk Indonesia dapat melalukan 
pelaksanaan agenda politik luar negerinya. Salah satu bukti nyata yang dapat 
kita saksikan ialah dimana Indonesia memperluas kerja sama maritimnya 
melalui Indian Ocean Rim Association (IORA).  
IORA sebagai organisasi regional pada kawasan Samudra Hindia diniliai 
memiliki bobot strategis bagi Indonesia, khususnya pada periode keketuaan 
Indonesia di IORA yakni periode 2015-2017. Sejumlah pekerjaan telah 
dihadapi Indonesia pada keketuannya dalam IORA. Semangat nasional untuk 
kembali meraih kejayaan maritim, antara lain melalui mekanisme IORA, 
seperti halnya yang di kemukakan dalam Visi-Misi Presiden-Wakil Presiden RI. 
Dalam pidatonya pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-9 East Asia 
Summit (EAS) tanggal 13 November 2014 di Nay Pyi Taw, Myanmar, 
Presiden Jokowi menegaskan konsep Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia 
sehingga agenda pembangunan akan difokuskan pada 5 (lima) pilar utama, 
yaitu: (Kementrian Luar Negeri Indonesia, 2014) 
a) Membangun kembali budaya maritim Indonesia. 
b) Menjaga sumber daya laut dan menciptakan kedaulatan pangan 
laut dengan menempatkan nelayan pada pilar utama. 
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c) Memberi prioritas pada pembangunan infrastruktur dan 
konektivitas maritim dengan membangun tol laut, deep seaport, 
logistik, industri perkapalan, dan pariwisata maritim. 
d) Menerapkan diplomasi maritim, melalui usulan peningkatan kerja 
sama di bidang maritim dan upaya menangani sumber konflik, 
seperti pencurian ikan, pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, 
perompakan, dan pencemaran laut dengan penekanan bahwa laut 
harus menyatukan berbagai bangsa dan negara dan bukan 
memisahkan. 
e) Membangun kekuatan maritim sebagai bentuk tanggung jawab 
menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan maritim 
Pengembangan konsep wawasan matra melalui sinkronisasi antara 
kepentingan nasional dengan program IORA niscaya merupakan salah satu 
cara dalam merebut kejayaan maritim Indonesia (Pusat Pengkajian dan 
Pengembangan Kebijakan Kawasan Asia Pasifik dan Afrika, 2014, hal. 33). 
Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan di atas, maka penulis 
tertarik untuk mengambil judul penelitian mengenai “Kepemimpinan 
Indonesia di Indian Ocean Rim Association (IORA) dalam Mendukung 
Kebijakan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia” 
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B. Batasan Masalah dan Rumusan Masalah 
a. Batasan Masalah 
   Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis memberikan 
batasan pada masa kepemimpinan Indonesia di IORA yaitu periode tahun 
2015-2017.  Penulis akan berfokus pada agenda-agenda pada masa 
kepemimpinan Indonesia yang mendukung kebijakan Poros Maritim 
Dunia yang dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden Republik 
Indonesia. 
b. Rumusan Masalah 
  Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis merumuskan masalah 
yang akan dikaji sebagai berikut: 
1.  Apa dasar dari kepemimimpinan Indonesia di Indian Ocean Rim 
Association (IORA) ? 
2. Bagaimana implementasi kepemimpinan Indonesia dalam 
IndianOcean Rim Association (IORA) untuk mendukung kebijakan 
Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia ? 
3.  Bagaimana dampak kepemimpinan Indonesia dalam Indian Ocean 
Rim Association (IORA) terhadap kebijakan Indonesia sebagai Poros 
Maritim Dunia? 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
 Adapun tujuan yang diharapkan ketika penelitian ini diadakan antara lain: 
a) Untuk mengetahui apa dasar kepemimpinan Indonesia di Indian Ocean 
Rim Association (IORA). 
b)   Untuk menjelaskan implementasi kepemimpinan Indonesia dalam Indian 
Ocean Rim Association (IORA) untuk mendukung kebijakan Indonesia 
sebagai Poros Maritim Dunia. 
c) Untuk menjelaskan dampak kepemimpinan Indonesia dalam Indian Ocean 
Rim Association (IORA) terhadap kebijakan Indonesia sebagai Poros 
Maritim Dunia. 
 Adapun kegunaan yang diharapkan ketika tujuan penelitian tercapai antara 
lain : 
a) Diharapkan mampu menjadi media referensi bagi pengembangan disiplin 
ilmu hubungan internasional dimasa mendatang khususnya dalam kajian 
maritim 
b) Diharapkan mampu memberikan informasi dan menjadi bahan kajian baik 
bagi para akademisi maupun peneliti studi ilmu hubungan internasional.  
c) Diharapkan mampu menjadi masukan bagi segala pihak dan para 
pengambil kebijakan. 
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D. Kerangka Konseptual 
a) Regionalisme 
  Cantori dan Steven Spiegel mendefinisikan regionalisme sebagai dua 
atau lebih negara yang saling berinteraksi dan memiliki kedekatan geografis, 
kesamaan etnis, bahasa, budaya, keterkaitan social dan sejarah serta 
tindakan dari negara-negara di luar kawasan. (Asrudin, 2009, hal. 138) 
Region atau kawasan diartikan sebagai sekumpulan negara yang 
memiliki kedekatan geografis karena berada dalam satu wilayah tertentu. 
Meskipun demikian, kedekatan geografis saja tidak cukup untuk 
menyatukan negara dalam satu kawasan. Hettne dan Soderbaun 
mengemukakan bahwa kedekatan geografis tersebut perlu didukung 
adanya kesamaan budaya, keterikatan sosial dan sejarah yang sama 
(Hettne & Soderbaun, 2002, hal. 39). Sehingga menjadikan hal diataste 
menjadi suatu syarat bagi kawasan tertentu khususnya dalam bidang 
geografis dan struktural. Dengan berpikir menggunakan cara ini maka 
seharusnya kawasan-kawasan yang berada di dunia dapat menjadikan 
dirinya sekumpulan negara yang menyatakan bahwa mereka adalah suatu 
kawasan. Tetapi fakta tidak semua negara-negara yang berada dalam satu 
kawasan ini tertarik untuk melakukannya. Beberapa negara memiliki 
perbedaan interaksi serta tingkat kemajuan antara suatu kawasan dengan 
kawasan yang lain.  
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Konsep mengenai bangsa yang terdapat di kawasan geografis 
tertentu atau bangsa yang memiliki hirauan bersama dapat bekerja sama 
melalui organisasi dengan keanggotaan terbatas untuk mengatasi masalah 
fungsional, militer, dan politik. Regionalisme memberikan hampiran 
menengah untuk mengatasi permasalahan, yaitu berada pada unitelarisme 
dan universalisme. Piagam PBB mendorong regionalisme untuk 
melengkapi kegiatan dan tujuan organisasi dunia, namun menekankan 
bahwa semua tindakan regional harus selaras dengan tujuan dan prinsip 
PBB. (Plano & Olton, 1982, hal. 84) 
b) Geopolitik  
 Salah satu tokoh yang tertarik terhadap peranan lautan dalam 
pertumbuhan dan perkembangan dan kekuatan maritim sebagai basis teori 
geopolitik adalah seorang perwira angkatan laut Amerika serikat, Admiral 
Alfred Thayer Mahan (1840-1914). Teori Mahan ini didasarkan pada 
pengamatannya terhadap Inggris yang telah sukses dalam ekspansinya 
melalui lautan. Dalam pandangannya ia mengemukakan bahwa samudera 
dan lautan di dunia tidak memisahkan daratan, malahan sebaliknya, 
menghubungkan semua wilayah yang terhalang oleh laut (Plano & Olton, 
1982, hal. 84). Penaklukan dan pertahanan wilayah di seberang lautan 
bergantung pada kemampuan untuk menguasai samudera. 
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   A.T Mahan mencatat, bahwa kejadian-kejadian di laut sangat 
mempengaruhi kejadian-kejadian di darat. A.T Mahan menggaris-bawahi, 
bahwa Sea Power atau Kekuatan Laut merupakan unsur yang sangat 
penting bagi kejayaan suatu bangsa. Sebaliknya bila kekuatan-kekuatan di 
laut kurang diberdayakan, akan berakibat sangat merugikan negara atau 
meruntuhkan bangsa tersebut. A.T. Mahan menyatakan, bahwa Kekuatan 
Laut adalah: “All that tends to make a people great upon the sea or by sea”. 
Cara pandang serta wawasan kelautan dari masyarakat merupakan sumber 
kekuatan maritim dan kesejahteraan bangsa. (Panikkar, 1951, p. 6) 
   Selain itu Ratzel (1844-1904) kekuatan negara menurutnya di 
tentukan oleh faktor geografis (letak, luas, bentuk, sumber daya alam, 
sumber daya manusia, dan hubungan internalnya). Faktor geografis 
merupakan indikator tumbuh dan berkembangnya kekuatan negara. Selain 
itu Ratzel juga menekankan bahwa wilayah teritorial suatu negara 
ditetapkan dengan tegas, karena dengan menentukan batas negara dapat 
ditentukan luas negara dan juga kekuatan nasional negara bersangkutan. 
(Hayati & Yani, 2007, hal. 10) 
c) Organisasi Internasional 
  Suatu negara tidak dapat hidup sendiri tanpa melakukan hubungan 
dengan negara lain hal ini dikarenakan hubungan antar negara dapat 
memiliki dampak yang besar. Hal inilah yang menjadikan suatu organisasi 
internasional sangat dibutuhkan. Organisasi inilah yang dapat berfungsi 
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seagai wadah bagi negara-negara anggotanya untuk menyalurkan aspirasi, 
kepentingan, dan pengaruh mereka. 
  Menurut Sumaryo Suryokusumo organisasi internasional adalah 
suatu proses; organisasi internasional juga menyangkut aspek-aspek 
perwakilan dari tingkat proses tersebut yang telah dicapai pada waktu 
tertentu. Organisasi internasional juga diperlukan dalam rangka kerjasama 
menyesuaikan dan mencari kompromi untuk menentukan kesejahteraan 
serta memecahkan persoalan bersama serta mengurangi pertikaian yang 
timbul. (Edukasi Indonesia, 2015) 
  Sedangkan menurut Bowett D.W. dalam bukunya ”Hukum 
organisasi internasional” Bowet memberikan batasan definisi organisasi 
internasional, bahwa: ”tidak ada suatu batasan mengenai organisasi publik 
internasional yang dapat diterima secara umum. Pada umumnya organisasi 
ini merupakan organisasi permanen yang didirikan berdasarkan perjanjian 
internasional yang kebanyakan merupakan perjanjian multilateral dari 
pada perjanjian bilateral yang disertai beberapa kriteria tertentu mengenai 
tujuannya”.(Fithri, 2014:4) 
E. Metode Penelitian 
 
 a. Tipe Penelitian 
    Berdasarkan pada rumusan masalah yang dipakai oleh penulis, 
maka untuk memelihat kepemimpinan Indonesia di IORA maka penelitian 
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ini masuk dalam tipe deskriptif kualitatif. Dimana penelitian ini bertujuan 
untuk memberikan gambaran tentang realitas pada obyek yang diteliti secara 
obyektif. Dimana terdapat penggambaran peristiwa bagaiaman 
kepemimpinan Indonesia di Indonesia dalam mendukung kebijakan 
Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. 
b. Sumber dan Jenis Data 
    Sumber data utama diinput dari penelitian ini berasal dari salah 
satunya adalah koleksi buku dari Perpustakaan Universitas Hasanuddin. 
Untuk mendukung pengelolaan data utama maka penulis juga 
mengupayakan berbagai referensi data-data sekunder seperti bahan bacaan 
dari jurnal, laporan tertulis, surat kabar, majalah yang berkaitan dengan 
obyek yang di teliti. Sumber referensi data juga salah satunya diperoleh dari 
web resmi organisasi IORA yang memuat informasi tentang IORA dan 
segala kegiatan yang dilaksakan oleh IORA dan juga instasi atau lembaga 
yang terkait dengan judul penelitian seperti Pusat Pengkajian dan 
Pengembangan Kebijakan Kawasan Asia Pasifik dan Afrika oleh Badan 
Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementrian Luar Negeri 
Indonesia, serta Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informaasi (P3DI)  
pada bidang Hubungan Internasional oleh Sekretariat Jenderal DPR RI. 
c. Teknik Pengumpulan Data 
    Penggambaran dari masalah yang diteliti sangat bergantung dari 
validitas data yang akan diinput, karena jenis penelitian ini adalah deskriptif 
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kualitatif maka penelitian ini akan menggunakan teknik pengumpulan data 
dalam bentuk telaah pustaka (library research). Teknik dokumentasi 
kemudian digunakan untuk penelusuran berbagai dokumen tertulis yang 
berkaitan dengan obyek kasus yang sedang diteliti. Observasi lapangan juga 
menjadi salah satu bentuk pengumpulan data dengan terjun langsung ke 
lembaga atau instansi yang terkait dalam rumusan masalah dan juga 
melakukan wawancara kepada orang-orang yang kredibel dan punya 
pengetahuan lebih tentang obyek permasalahan yang sedang diteliti. 
d. Teknik Analisis Data 
    Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam pembuatan 
laporan penelitian ini adalah analisis kualitatif. Dimana data yang 
dikumpulkan melalui penelitian lapangan (Field Research)  dilakukan 
dengan metode kualitatif, karena informasi bersifat kualitatif. Dengan 
demikian data dianalisis dan dideskripsikan secara kualitatif pula. 
e.  Metode  Penulisan 
Penulisan  yang penulis gunakan adalah metede secara deduktif, 
yakni penulis menggambarkan terlebih dahulu  secara umum, lalu 
kemudian menarik kesimpulan secara khusus. Kemudian dalam menyusun 
penelitian ini akan diterapkan metode (research type),  dimana dalam 
metodologi penelitian ini akan menggambarkan bagaimana langkah atau 
strategi peneliti dalam menjawab perumusan masalah penelitian, dimana  
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hasil dari jawaban atas perumusan masalah  tersebut akan diuraikan dalam 
bab selanjutnya yaitu bab hasil penelitian dan pembahasan.  
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BAB II  
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Regionalisme 
    Terdapat unsur nasionalisme di dalam regionalisme, yaitu dimana 
terdapat kehendak untuk membangun masa depan bersama dari penduduk 
yang mendiami suatu wilayah tertentu, yaitu secara ekonomi, politik dan 
kultural merasa merupakan suatu komunitas yang memiliki rasa solidaritas 
yang erat. (Amal & Armawi, 1998, p. 18) Menurut Mansbaach definisi dari 
region atau kawasan adalah “Pengelompokan regional diidentifikasi dari 
basis kedekatan geografis, budaya, perdagangan dan ketergantungan ekonomi 
yang saling menguntungkan, komunikasi serta keikutsertaan dalam organisasi 
internasional”. 
    Konsep mengenai bangsa yang terdapat di kawasan geografis 
tertentu atau bangsa yang memilki hirauan bersama dapat bekerjasama 
melalui organisasi dengan keanggotaan terbatas untuk mengatasi masalah 
fungsional, militer, dan politik. Regionalisme ini memberikan hampiran 
menengah untuk mengatasi permasalahan, yaitu erada diantara unilaterisme 
dan universalisme. Dalam piagam PBB sendiri regionalisme didorong untuk 
melengkapi kegiatan dan tujuan organisasi dunia, namun menekankanahwa 
semua tindakan regional tetap harus memilki keselarasan dengan tujuan dan 
prinsip PBB. (Plano & Olton, 1982, p. 281) Adapun organisasi regional 
mencakup: (1) Sistem persekutuan militer seperti NATO, SEATO, Uni Eropa 
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Barat, dan Organisasi Perjanjian Warsawa; (2) Ikatan ekonomi seperti 
Komunitas Eropa, Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa, Benelux, LAFTA, 
Pasar Bersama Amerika Tengah, dan COMECON; (3) pengelompokan 
politik seperti Liga Arab, Organisasi Negara Amerika, Dewan Eropa, Negara 
Persemakmuran, Organisasi Persatuan AFrika,dll.  
   Edward D. Mansfield dan Helen V. Milner membagi regionalisme 
menjadi dua jenis. Pertama, regionalisme yang berdasarkan kedekatan 
geografis yang dapat diartikan sebagai adanya koordinasi atau kerjasama 
dalam bidang ekonomi dan politik oleh negara-negara yang secara geografis 
dapat dikatakan berdekatan. Kedua, berdasarkan faktor non geografis yang 
dapat dilihat sebagai suatu aktivitas pemerintahan dan non-pemerintahan. 
Kegiatan yang dilakukan dapat berupa peningkatan level pada bidang 
ekonomi serta peningkatan aktivitas politik diantara Negara-negara yang 
tidak berdekatan secara geografis.  
Awal mula bangkitnya regionalisme dapat dilihat sebelum tahun 
1960-an, dimana pada saat itu banyak negara-negara yang membentuk 
kerjasama bilateral dengan negara lainnya. Sebelumnya kerjasama yang 
dilakukan antar negara ini lebih condong kearah universal dan internasional, 
hal ini dapat kita lihat seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pada 
mulanya dibentuknya suatu organisasi dikarenakan oleh faktor kerjasama 
antar negara dalam berbagai aspek seperti perdagangan, keamanan, 
pertukaran pelajar, dll. Selanjutnya regionalisme baru berkembang pada awal 
tahun 1990-an dan kali ini faktor ekonomi dan budaya menjadi hal yang 
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mendominasi di balik alasan para negara-negara menjalankan kerjasama. 
Faktor pencegahan konflik maupun peperangan tetap menjadi salah satu 
fokus dari regionalisme baru ini, tetapi negara menyadari kalau mereka juga 
perlu untuk melakukan kerjasama dalam rangka merespon perubahan global 
yang dianggap kian nyata. Secara umum, menurut Fawcett ada empat faktor 
yang menyebabkan regionalisme baru muncul, yaitu: 1) berakhirnya Perang 
Dingin, 2) perubahan yang terjadi dalam aspek perekonomian dunia, 3) 
berakhirnya paham tentang istilah ‘Dunia Ketiga”, dan 4) Demokratisasi. (S, 
Sylvia, & Sudirman, 2010, p. 16) 
Bruce Russet mengemukakan pula terdapat kriteria suatu region 
atau kawasan, yaitu sebagai berikut: (Pareira, 1999, p. 154) 
1. Adanya kemiripan sosiokultural 
2. Sikap politik atau perilaku eksternal yang mirip, yang biasanya tercermin 
pada voting dalam sidang PBB 
3. Keanggotaan yang sama dalam organisasi-organisasi supranasional atau 
antar pemerintah 
4. Interdependensi ekonomi, yang diukur dengan kriteria perdagangan 
sebagai proporsi pendapatan nasional 
5. Kedekatan geografik, yang diukur dengan jarak terbang antara ibukota-
ibukota negara-negara tersebut. 
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B. Geopolitik 
    Geopolitik merupakan sebuah hampiran untuk memahami politik 
luar negeri dengan menekankan upaya untuk menerangkan dan meramalkan 
perilaku politik serta kapabilitas militer dalam terminologi lingkungan fisik 
manusia. Dengan demikian, Geopolitik mencakup berbagai peringkat 
determinisme historis yang didasarkan pada faktor geografi. Geopolitik juga 
dapat diartikan penggambaran sebuah geografi politik dalam artian tatanan 
dunia dengan negara sebagai komponen, atau terpaut dengan aspek 
perencanaan politik luar negeri yang memperhitungkan berbagai faktor 
geografi. (Plano & Olton, 1982, p. 81). 
     Pada tahun 1928 Haushofer mengemukakan  bahwa geopolitik 
adalah sebuah ilmu ketatanegaraan yang bekerjasama dengan geografi. 
Geopolitik merupakan suatu hasil pemikiran geografi suatu negara yang 
bersifat dinamis karena mempelajari mengenai gejala-gejala politik dalam 
kegaiatan ruang. Menurut Haushofer inti dari ajaran politik ialah (Muladi & 
Gunawan, 2007, p. 10): 
a. Negara merupakan suatu organism 
b. Sebagaimana suatu organism, ia tunduk kepada hukum alam 
c. Hukum alam ditunjuukkan dan diletakkan oleh suatu bentang alam 
  Selain itu dibawah ini adalah sifat geopolitik yang merupakan 
suatu obyek yang dipelajari oleh geopolitik, dengan kata lain bahwa geopolitik 
memilki unsur-unsur untuk memperoleh data yang akan memberikan suatu 
konsep strategi nasional sebagai suatu realisasi dari suatu kebijaksanaan suatu 
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bangsa. Adapaun unsur yang diperlukan dalam aspek geopolitik suatu negara 
yaitu menyangkut: (Hayati & Yani, 2007, p. 162) 
a. Lingkungan alam seperti bentuk-bentuk pulau (meliputi pantai, iklim, 
cuaca, tanah, sungai, dan terowongan) 
b. Transportasi dan komunikasi, yaitu transportasi atas barang-barang, 
manusia dan jiwa yang lebih sesuai diberi istilah dengan nama “peredaran” 
c. Sumber-sumber eknomi baik yang sudah dikerjakan maupun yang masih 
memilki potensial, dan teknologi milik Negara dimana sumber-sumber itu 
hendak dikerjakan 
d. Penduduk persebrangan dan sifat serta cirinya meliputi kejiwaan bagian 
dan nasional 
e. Lembaga-lembaga politik dan alat politiknya 
f. Menyangkut ruang yaitu meliputi lokasi, ikatan dan batas-batas mereka 
dipengaruhi oleh ciri-ciri diri dalam dan hubungan keluar lembaga politik.  
    Dan juga terdapat suatu usulan hipotesis untuk membangun 
konsepsi geopolitik dimasa yang akan datang : (Susanto & R., 2014, p. 165) 
a. Dimensi Ruang, batas negara di lautan dan daratan akan berbda jika dilihat 
dari dimensi ruang. Menurut Haushofer ruang adalah dinamika dari politik 
dan militer. Dengan demikian geopolitik merupakan cabang ilmu 
pengetahuan yang mengaitkan ruang dengan kekuatan politik dan 
kekuatan fisik militer dan ekonomi. Dalam dimensi ruang, geopolitik masa 
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depan bukanlah dibatasi oleh batas-batas negara. Gejala hilangnya batas-
batas wilayah adalah bahwa manusia bebas bergerak kepelosok dunia. 
b. Dimensi Perbatasan Negara, batas negara dalam zaman sekarang 
sebenarnya jauh di luar batas negaranya sendiri. Batas negara dalam 
konteks globalisasi tidak memiliki makna yang pasti karena masyarakat 
dunia sudah sangat dinamis dan terus bergerak.  
c. Dimensi Kekuatan, untuk memenuhi tujuan nasional dan cita-cita bangsa 
diperlukan kekuatan politik, ekonomi, dan militer secara paralel dalam 
bingkai kekuatan nasional. Oleh karena itu politik kekuatan menjadi 
masalah salah satu faktor dalam geopolitik. Membangun geopolitik dari 
aspek kekuatan dalam arti kekuatan militer adalah sesuatu yang tidak akan 
pernah berhenti. Kekuatan suatu bangsa hanya dapat dibangun dengan 
keberanian untuk hidup. Sejumlah negara kecil yang berani hidup ternyata 
dapat diperhitungkan oleh negara lainnya. 
d. Dimensi Keamanan Negara, geopolitik juga ditujukan untuk menentukan 
keamanan negara dan bangsa. Ketahanan nasional tidak cukup menjamin 
keamanan dalam negeri. Ruang yang diartikan riil secara geografi dapat 
diartikan semu atau maya dari sudut pandang keamanan, yaitu semangat 
persatuan dan kesatuan. Dimensi keamanan negara bukanlah bersumber 
dari luar dan ketersediaan sumberdaya alam tetapi sebuah persatuan 
antarwarga negara. 
     Ratzel (1844-1904) berpendapat bahwa kekuatan suatu negara 
banyak ditentukan oleh faktor geografis seperti letak, luas, bentuk, sumber 
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daya alam, sumber daya manusia, dan hubungan internalnya. Faktor geografis 
ini merupakan sebuah indikator yang muncul dan berkembang menjadi 
sebuah kekuatan negara. Pada masa akhir hidupnya Ratzel memperkirakan 
akan munculnya suati pandangan dimana peranan lautan akan menjadi 
pemersatu dari kultur manusia. (Hayati & Yani, 2007, p. 10) 
  Dalam pembahasan geopolitik terdapat sebuah teori yaitu Sea 
Power Theory dimana pada teori ini lebih menekankan pada kekuatan 
maritim suatu negara. Kekuatan maritim sebagai basis teori geopolitik 
pertamakali dikembangkan oleh seorang perwira angkatan laut Amerika 
Serikat, Admiral Alfred Tayer Mahan (1840-1914). Dalam pandangannya ia 
mengemukakan bahwa samudera dan lautan di dunia tidak memisahkan 
daratan, malahan sebaliknya, menghubungkan semua wilayah yang terhalang 
oleh laut. Teori ini hingga kini masih dianggap relevan di negara yang 
memiliki kepentingan mendunia yang mengukuhi keharusan untuk memiliki 
kemampuan memproyeksikan serta mempergunakan kekuatan mereka secara 
efektif manakala berada jauh dari pangkalan tanah air.  
  Mahan juga berpendapat bahwa perlindungan terhadap keamanan 
pelayaran semakin jauh maju hingga ke daratan negara-negara yang 
berbatasan atau berdaulat terhadap jalur-jalur strategis dimana ekonomi 
internasional menggantungkan nasibnya. Hal ini dikarenakan kekacauan 
maritim bermula dari daratan: apa yang terjadi di laut adalah refreleksi dari 
apa yang dilakukan di darat. Hal ini tidak hanya sebatas instabilitas sosial 
atau ekonomi yang mendorong terjadinya kekacauan maritim, tetapi dapat 
24 
 
dipicu bahkan dari level pemerintah. Dari darat menentukan ketertiban di laut. 
Ketika pemerintah tidak bersifat maksimal dalam menangani dan mengelola 
maritimnya, disanalah bersumber kekacauan maritim. (Rahmawaty, Poros 
Maritim Dunia: Pencapaian di Era Globalisasi, 2015, p. 271) 
Mahan juga menyatakan bahwa “keunggulan Angkatan Laut 
adalah keperluan utama untuk menjadikan negara besar, kuat dan maju”. 
Pelaku operasi pertahanan negara di laut terdiri dari beberapa instansi 
dengan AL sebagai inti kekuatan. Kekuatan laut terdiri dari Armada Niaga, 
Angkatan Laut dan Pangkalan. Selain dari pada itu laut adalah satu kesatuan 
artinya bahwa laut tidak dapat dipagari, diduduki dan dipertahankan seperti 
daratan. (Nugroho, 2015) Jadi dapat disimpulkan bahwa strategi maritim 
merupakan penguasaan di laut, yaitu dengan menjamin penggunaan laut 
untuk kepentingan sendiri serta menutup peluang bagi lawan untuk 
menggunakannya. 
C. Organisasi Internasional 
    Organisasi internasional merupakan konsep yang di bawa oleh 
perspektif liberalisme yang memandang bahwa hakikat dari manusia adalah 
baik dan percaya bahwa perdamaian abadi (perpectual peace) dapat 
diwujudkan melalui wadah kerjasama. Liberalisme menganggap bahwa 
masalah-masalah yang terjadi pada dunia internasional dapat diatasi dengan 
membentuk suatu kerjasama dengan mendirikan organisasi internasional. 
(Hennida, 2015, p. 7) Munculnya organisasi internasional menjadi suatu hal 
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yang penting bagi suatu negara ketika negara tersebut sudah tidak dapat 
menyelesaikan permasalahan baik itu menyangkut isu politik, ekonomi, 
ataupun isu-isu lainnya. Organisasi internasional juga dapat menjadi wadah 
bagi para negara-negara agar ketika mereka menghadapi suatu masalah 
dengan negara lain ada baiknya masalah tersebut dapat dibicarakan dalam 
suatu organisasi internasional, daripada harus langsung dilimpahkan kepada 
mahkamah internasional.  
   Organisasi internasional merupakan suatu ikatan formal yang 
melampaui batas wilayah nasional yang menetapkan untuk membentuk suatu 
mesin kelembagaan agar memudahkan kerjasama diantara mereka baik itu 
dalam bidang keamanan, ekonomi, dan sosial serta bidang lainnya. Organisasi 
modern pertama kali muncul lebih dari satu abad yang lalu di negeri Barat, 
yang berkembang pada abad ke-20, yaitu zaman kerjasama internasional. 
(Plano & Olton, 1982, p. 271) Terbentuknya lembaga internasional ini dapat 
memberikan sarana tersendiri media bagi suatu negara untuk menjangkau 
berbagai tujuan. Akan tetapi, dalam setiap tahapan kasus yang terjadi tingkat 
kerjsama yang diperlukan untuk menghasilkan buah yang bermanfaat sangat 
bergantung kepada tingkat kesamaan kepentingan diantara sesama anggota 
negaranya.  
    Teuku May Rudy sendiri berpendapat bahwa organisasi 
internasional didefinisikan sebagai pola kerjasama yang batas-batas negara 
dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan 
atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara 
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berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-
tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama baik antara pemerintah 
dengan pemerintah maupun antara sesama kelompok non-pemerintah pada 
negara yang berbeda. (Suherman, 2003, p. 51) Hal ini berarti suatu organisasi 
internasional dapat menjadi wadah bagi negara-negara anggotanya dalam 
mewujudkan keinginan bersama.  
  Coulumbis dan Wolfe juga mempunyai definisi tentang organisasi 
internasional dengan menggunakan pendekatan atas tiga peringkat berbeda 
yaitu:  
1. Organisasi internasional dapat didefinisikan menurut tujuan-tujuan 
yang diinginkannya.  
a. Regulasi internasional terutama melalui teknik teknik pertikaian 
antara negara secara damai.  
b. Meminimalkan atau paling tidak mengendalikan konflik perang 
internasional.  
c. Memajukan aktifitas-aktifitas kerjasama pembangunan antarnegara 
demi keuntungan keuntungan sosial dan ekonomi kawasan tertentu 
atau untuk manusia pada umumnya.  
d. Pertahanan kolektif sekelompok negara untuk menghadapi ancaman 
eksternal.  
2. Organisasi internasional dapat didefinisikan menurut lembaga-lembaga 
internasional yang ada atau menurut model-model ideal dan cetak biru 
institusi-institusi masa depan.  
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3. Organisasi internasional dapat didefinisikan sebagai suatu proses 
pemikiran regulasi pemerintah mengenai hubungan antar aktor-aktor 
negara dan aktor-aktor bukan negara. (Coulumbis & Walfe, 1998, p. 
279) 
Memberikan pengelompokan atas organisasi internasional 
dikarenakan faktor-faktor seperti fungsi, tujuan, dan ruang lingkup dari 
organisasi internasional itu sendiri. Pengelompokan ini bertujuan untuk 
memudahkan dalam membedakan antara fungsi dari faktor-faktor di atas. 
Akan tetapi hal ini sulit dilakukan karena terdapat banyak organisasi 
internasional yang memilki fungsi dan tujuan ganda.  
Bannet dan Finnemore (1999) menawarkan dua pendekatan untuk 
memahami peran dari organisasi internasional, yaitu melalui pendekatan 
ekonomi dan sosiologis. Pendekatan ekonomi melihat organisasi 
internasional sebagai suatu titik tekan pada efisiensi dan rasionalitas. Pada 
titik efisiensi itu sendiri organisasi internasional dapat kita lihat sebagai 
suatu solusi yang tepat untuk memecahkan masalah-masalah yang 
berkenaan dengan ketidaksempurnaan pasar seperti informasi yang tidak 
berimbang, tingginya biaya transaksi, dan distribusi sumber daya yang tidak 
merata. Sedangkan pendekatan sosiologis menekankan pada isu legitimasi 
dan power. Menurut pendekatan sosiologis, organisasi internasional 
dibentuk untuk memenuhi kebutuhan normatif dan budaya tidak semata-
mata hanya untuk kebutuhan material para anggota organisasi internasional 
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dan juga hal ini di bentuk untuk menciptakan simbol dan nilai yang ada 
dalam masyarakat. (Hennida, 2015, p. 19) 
  Selain itu organisasi internasional pada dasarnya memiliki tiga 
fungsi yakni (Hennida, 2015, p. 21): 
1) Sentralistik, yaitu memperlihatkan bahwa organisasi internasional dapat 
menjadi pendukung interaksi antar negara sehingga dapat berpengaruh 
terhadap kapabilitas, pemahaman, dan kepentingan dari suatu negara. Hal 
ini juga memilki artian bahwa organisasi internasional dapat menjadi 
suatu wadah bagi penyeragaman prosedur dan perpanjangan legislatif 
negara. 
2) Independen, yaitu lebih memperlihatkan sifat netral dari sebuah 
organisasi internasional dimana hal ini didasarkan pada kemampuan suatu 
organisasi internasional untuk dapat menyajikan informasi yang bersifat 
netral sehingga organisasi internasional ini juga dapat dijadikan sebagai 
mediator negara untuk menengahi suatu konflik yang terjadi antar negara 
anggota ataupun untuk mengalokasikan keputusan.  
3) Perwakilan dan Enforcer,  yaitu organisasi internasional telah dapat 
menciptakan dan mengimplementasikan nilai-nilai komunitas dan norma 
yang selanjutnya dapat di bawa ke ranah internasional dengan tujuan untuk 
mendapatkan komitmen secara internasional serta memastikan terciptanya 
kepatuhan terhadap norma internasional tersebut.  
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  Terdapat pula beberapa variasi yang terdapat di dalam organisasi 
internasional, variasi-variasi ini ditentukan oleh faktor berikut ini 
(Koremenos, Lipson, & Snidal, 2003, p. 761): 
1) Negara-negara yang menjadi anggota dalam suatu organisasi 
internasional; 
2) Proses pengambilan keputusan; 
3) Isu-isu yang menjadi tanggungjawab dalam wilayah kerjanya; 
4) Hak atas kontrol yang terpusat; 
5) Tingkat fleksibilitas suatu organisasi; 
6) Memiliki mekanisme pelepasan diri atau alasan untuk melepaskan 
diri; 
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BAB III   
INDIAN OCEAN RIM ASSOCIATION (IORA) DAN KONSEPSI POROS 
MARITIM DUNIA 
A. Indian Ocean Rim Association (IORA) 
Pembentukan forum kerjasama regional Samudra Hindia pada awalnya 
lahir dari gagasan bersama Afrika Selatan, Australia, dan India. Pada awal 
dekade 1990-an, Afrika Selatan yang baru terlepas dari belenggu Apartheid 
aktif melakukan serangkaian upaya untuk mendapatkan pengakuan dari aktor-
aktor regional dan global. Kunjungan Menteri Luar Negeri Afrika Selatan, Pik 
Botha, ke India pada awal tahun 1993 berbuah pada pembentukan forum 
kerjasama regional di kawasan Samudra Hindia. Respon positif India atas 
usulan tersebut dapat dilihat sebagai bentuk kekecewaan publik India terhadap 
mekanisme South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) serta 
Cooperation (APEC). Disisi lain, gagasan pembentukan forum regional ini 
turut disambut baik Australia yang tengah mengembangkan arah politik luar 
negeri ke Kawasan Asia Selatan (look-north). (Pusat Pengkajian dan 
Pengembangan Kebijakan Kawasan Asia Pasifik dan Afrika, 2014, p. 10) 
Pada tanggal 29-31 Maret 1995, Pemerintah Mauritius mengadakan 
pertemuan untuk membahas peningkatan kerjasama ekonomi diantara negara-
negara Samudera Hindia. Pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan pemerintah, 
akademisi, dan bisnis dari Negara Australia, India, Kenya, Mauritius, Oman, 
Singapura, dan Afrika Selatan atau yang lebih dikenal sebagai “Core Group 
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States” atau M7. Dalam pernyataan mereka bersama, para peserta menyatakan 
bahwa mereka menyepakati prinsip “open regionalism” dengan tujuan 
liberalisasi perdagangan dan mempromosikan perdagangan kerjasama. 
Kegiatan ini berfokus pada fasilitasi perdagangan, promosi investasi dan 
kerjasama ekonomi (Indian Ocean Rim Association). Kemudian diadakan 
pertemuan lanjutan yang berlangsung pada pertengahan Agustus 1995, 
Negara-negara M7 tersebut berhasil merumuskan piagam pembentukan 
sebuah mekanisme kerjasama regional yang diberi nama Indian Ocean Rim 
Association for Regional Cooperation (IOR-ARC). Pertemuan tersebut juga 
turut dihadiri oleh wakil-wakil dari Indonesia, Malaysia, Sri Lanka, Yaman, 
Tanzania, Madagaskar, dan Mozambik (M14).  
Indian Ocean Rim Association (IORA) sebelumnya dikenal dengan 
nama Indian Ocean Rim Association for Regional Cooperation (IOR-ARC) 
merupakan organisasi/forum kerjasama kawasan yang di deklarasikan di 
Mauritius pada bulan Maret 1997. Sesuai dengan piagam pendiriannya, IORA 
memiliki tujuan utama untuk mengemangkan kerjasama yang saling 
menguntungkan melalui pendekatan konsensus dengan berdasarkan pada 
prinsip-prinsip kedaulatan, kesetaraan, integritas teritorial, kemerdekaan 
politik dan non-intervensi serta hidup berdampingan secara damai dan saling 
menguntungkan. (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan 
Asia Pasifik dan Afrika, 2014, p. 10) 
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IORA dapat dikategorikan sebagai satu-satunya organisasi regional 
yang berada pada kawasan Samudera Hindia. Adapun organisasi IORA ini 
beranggotakan 21 negara yaitu Afrika Selatan, Australia, Bangladesh, 
Komoros, India, Indonesia, Iran, Kenya, Madagaskar, Malaysia, Mauritius, 
Mozambik, Oman, Persatuan Emirat Arab, Seychelles, Singapura, Somalia, 
Sri Lanka, Tanzania, Thailand dan Yaman. Selain itu, IORA juga 
menggandeng 7 negara mitra dialog, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Jepang, 
Jerman, Mesir, Perancis dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Terdapat juga 
2 organisasi peninjau di IORA yaitu Indian Ocean Tourism Organization 
(IOTO) dan Indian Ocean Research Group (IORG). (Kementrian Luar Negeri 
Indonesia, 2015) 
Tabel 3.1 
Negara Anggota 
No. Nama Negara Keanggotaan Keketuaan Wakil Ketua 
1. Australia 07 Maret 1997 2013-2015 2011-2012 
2. Kesultanan Oman 07 Maret 1997 2001-2002 
1997,1999-
2000 
3. Rep. Afrika Selatan 07 Maret 1997 2017-2019 2015-2016 
4. Rep. India 07 Maret 1997 2011-2013 2009-2010 
5. Rep. Kenya 07 Maret 1997 - - 
6. Rep. Mauritius 07 Maret 1997 1997-1998 - 
7. Rep. Singapura 07 Maret 1997 - - 
Keterangan : Core Member States/ M7, melakukan pertemuan di Mauritius pada 
tanggal 29-31 Maret 1995, membahas gagasan kerjasama negara-negara di 
kawasan Samudera Hindia 
8. Malaysia 07 Maret 1997 - - 
9. 
Persatuan Republik 
Tanzania 
07 Maret 1997 - - 
10. Rep. Indonesia 07 Maret 1997 2015-2017 
1998, 2013-
2014 
11. Rep. Madagaskar 07 Maret 1997 - - 
12. Rep. Mozambik 07 Maret 1997 1999-2000 - 
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13.  
Republik Sosialis 
Demokratik Sri Lanka 
07 Maret 1997 2003-2005 
1997, 2001-
2002 
14. Rep. Yaman 07 Maret 1997 2009-2011 2006-2008 
Keterangan:  7 negara anggota kedua / M-14 yang telah turut hadir pada 
pertemuan pertama (1st Ministerial Merdapat empat domain yang dipahami secara 
umum sebagai bidang utama dalam menjamin keberlangsungan sistem maritim, 
yaitu teknologi, finansial, regulasi dan politik. Keempatnya lekat dalam menjamin 
kelancaran proses globalisasi. eeting) IORA di Mauritius pada tanggal 6-7 Maret 
1997 di Maurutius. 
15.  Persatuan Emirat Arab 31 Maret 1999 - - 
16. Rep. Islam Iran 31 Maret 1999 2006-2008 2003-2005 
17. Rep. Rakyat Bangladesh 31 Maret 1999 - - 
18. Kerajaan Thailand 31 Maret 1999 - - 
19. Rep. Seychelles 
15 November 
2011 
- - 
20. Persatuan Komoros 
02 November 
012 
- - 
21. Somalia 
09 Oktober 
2014 
- - 
 
Tabel 3.2 
Negara Mitra Wicara 
1. Republik Arab Mesir 31 Maret 1999   
2. Jepang 31 Maret 1999   
3. Kerajaan Inggris 23 Januari 2000   
4. Rep . Rakyat Tiongkok 23 Januari 2000   
5. Rep. Perancis 08 April 2001   
6. Amerika Serikat 
02 November 
2012 
  
7. Rep. Jerman 
23 Oktober 
2015 
  
 
Tabel 3.2 
Pengamat / Observer Status 
1. 
Indian Ocean Tourism 
Organization 
23 Januari 2000   
2. 
Indian Ocean Research 
Group 
05 Agustus 
2010 
  
*dikutip dari www.iora.com 
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Pada rapat pertemuan kedua oleh para Dewan Menteri yang diadakan 
di Maputo, Mozambik pada Maret 1999 dirumuskan hal yang sangat penting 
bagi masa depan IORA yaitu IORA memfokuskan kerjasamanya dalam 
Agenda Perdagangan dan Investasi, Fasilitasi perdagangan, Liberalisasi 
Perdagangan, dan Kerjasama Ekonomi secara teknis. Selain itu terbentuk juga 
Working Group on Trade and Investment (WGTI) (Indian Ocean Rim 
Association).  Pembentukan WGTI ini dianggap penting dalam upaya 
mendukung agenda IORA untuk fokus pada kerjasama ekonomi dan 
perdagangan. Pada pertemuan itu juga para Menteri menyepakati untuk 
mengundang Negara Bangladesh, Iran, Seychelles, Thailand, dan Persatuan 
Emirat Arab untuk bergabung di IORA serta mengundang Mesir dan Jepang 
sebagai mitra dialog. Kemudian pertemuan luar biasa Dewan Menteri IORA 
di laksanakan di Muscat, Oman pada Januari 2000 dimana pada pertemuan ini 
juga merupakan pertemuan pertama forum WGTI sekaligus menambahkan 
fokus IORA dalam bidang Inspeksi Makanan dan Rezim Investasi. Selain itu, 
pada pertemuan ini juga secara resmi memasukkan Tiongkok dan Inggris 
sebagai mitra dialog. 
Pada pertemuan tingkat Menteri IORA diadakan di Muscat, Oman 
pada 7-8 April 2001, Pertemuan Dewan Menteri (Committee Of Minister) di 
dahulukan dengan pertemuan Komite Dewan Senior (Committee Senior 
Officials), Grup Akademik Samudra Hindia (India Ocean Rim Academic 
Group), Forum Bisnis Samudra Hindia (Indian Ocean Rim Bussines Forum), 
dan Kelompok Perdagangan dan Investasi (Working Group on Trade and 
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Investment). Pada pertemuan ini juga IORA menjadikan Prancis sebagai mitra 
dialog. (Indian Ocean Rim Association) 
Di dalam perkembangannya, IORA terus berupaya untuk memperluas 
sekaligus meningkatkan intensitas kerjasama diantara negara-negara anggota 
IORA dan tidak lupa pula peran dari negara mitra dialog. Pada Pertemuan 
Tingkat Menteri ke-10 di Sana’a pada Agustus 2010 telah menyepakati 
pementukan lembaga-lembaga IORA, seperti University Mobility for Indian 
Ocean Region/UMIOR (bidang pendidikan), Regional Center for Science and 
Technology Transfer/RCSTT (bidang IPTEK), Fisheries Support Unit/FSU 
(bidang perikanan), dan Maritime Transport Council/MTC (bidang 
transportasi laut). 
Pada Pertemuan Tingkat Menteri ke-11 di Bengaluru November 2011, 
IORA berhasil mengidentifikasi 6 area prioritas kerjasama yang meliputi : 
(Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Asia Pasifik dan 
Afrika, 2014:11) 
i. Keselematan dan Keamanan Maritim 
ii. Fasilitasi Perdagangan dan Investasi 
iii. Manajemen Perikanan 
iv. Manajemen Risiko dan Bencana 
v. Kerjasama Akademis, Sains, dan Teknologi  
vi. Promosi Pariwisata dan Pertukaran Kebudayaan 
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Organisasi IORA ini tidak hanya melibatkan pihak pemerintah akan 
tetapi para kalangan bisnis dan para akademisi juga terlibat didalamnya. IORA 
sendiri menganut sifat “open regionalism” dimana terdiri dari tiga komponen 
utama yakni liberalisasi perdagangan, fasilitasi perdagangan dan investasi, dan 
kerjasama ekonomi dan teknik. (Indian Ocean Rim Assoiation, 2014) 
Indonesia telah secara resmi menjadi Ketua IORA untuk periode 2015-
2017 pada the 15th IORA Council   of   Ministers   Meeting. Tema  keketuaan  
Indonesia  di  IORA  adalah  “Strengthening Maritime Cooperation in a 
Peaceful and Stable Indian Ocean.” Gagasan  dan  prakarsa  strategis 
Indonesia pada masa keketuaannya yang telah disetujui: (i) membentuk IORA 
Concord sebagai outcome strategis  20  tahun  IORA;  dan  (ii)  
penyelenggaraan  KTT  IORA  (one-off)  pada  Maret 2017. (Direktorat 
Perundingan APEC dan Organisasi Internasional, 2016, p. 1) 
Sekretariat IORA terletak di Cyber City, Ebene, Mauritius dan diketuai 
oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) dengan dibantu oleh dua Direktur dan dua 
staf pendukung lainnya. (Sihombing, 2016, p. 6) Sekretariat IORA, pada 
prinsipnya bertugas melaksanakan kewajiban administratif. Sedangkan hak 
pada hal yang berbau untuk mengambil keputusan seutuhnya diserahkan 
kepada ketua IORA dengan mempertimbangkan persetujuan konsensus 
seluruh negara-negara anggota IORA. Sekretariat IORA bertanggungjawab 
dalam penyelenggaraan pertemuan, representasi dan promosi, pengumpulan 
dan penyebaran informasi, pemeliharaan arsip, registrasi dan penyimpanan 
dokumentasi dan bahan penelitian serta pengelolaan sumber daya. 
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Indonesia menaruh perhatian serius pada organisasi regional ini. 
Bentuk keseriusan tersebut ditunjukkan dengan penugasan seorang pejabat 
senior dari Kementerian Luar Negeri RI, Sdr. Firdaus Dahlan, sebagai salah 
satu direktur pada sekretariat IORA. Secondmen tersebut melengkapi formasi 
direktur di Sekretariat IORA, yang saat ini hanya diisi oleh Mr. H Graham 
Anderson asal Afrika Selatan. (Pusat Pengkajian dan Pengembangan 
Kebijakan Kawasan Asia Pasifik dan Afrika, 2014, p. 12) 
B. Konsepsi Poros Maritim Dunia 
     Negara kepulauan adalah suatu Negara yang seluruhnya terdiri darisatu 
atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain. Kepulauan berarti 
suatu gugusan pulau termasuk bagian pulau, perairan di antaranya dan lain-
lain wujud ilmiah yang hubungannya satu sama lainnya demikian erat, 
sehingga pulau-pulau, perairan dan wujud alamiah lainnya itu merupakan 
suatu kesatuan geografi, ekonomi, dan politik yang hakiki atau yang secara 
historis dianggap sebagai demikian. (Kementrian Kelautan dan Perikanan, 
2008, hal. 9) 
      United Nations Convention on the Law of the Sea atau yang kita kenal 
dengan UNCLOS, merupakan perjanjian hukum laut yang dihasilkan dari 
konferensi PBB yang berlangsung dari tahun 1973 sampai dengan tahun 1982. 
Konsepsi negara kepulauan diterima oleh masyarakat internasional dan 
dimasukan kedalam UNCLOS III 1982, utamanya pada pasal 46. Dalam pasal 
tersebut, disebutkan bahwa, “Negara Kepulauan” berarti suatu negara yang 
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seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-
pulau lain”. Sedangkan pengertian kepulauan disebutkan sebagai, “ kepulauan” 
berarti suatu gugusan pulau, termasuk bagian pulau, perairan diantaranya dan 
lain-lain wujud alamiah yang hubungannya satu sama lainnya demikian 
eratnya sehingga pulau-pulau, perairan dan wujud alamiah lainnya itu 
merupakan suatu kesatuan geografi, ekonomi dan politik yang hakiki, atau 
yang secara historis diangap sebagai demikian. (Maskun, 2011) 
       Penerimaan terhadap konsep negara kepulauan oleh masyarakat 
internasional pada Konvensi Hukum Laut 1982 bukan hanya hasil perjuangan 
dari negara Indonesia dan Filipina. Akan tetapi juga ekspresi kepedulian 
masyarakat internasional terhadap negara kepulauan ini dalam menunjukkan 
identitas wilayah nasional negara mereka dan yurisdiksi atas wilayah tersebut. 
Pengembangan konsep negara kepulauan ini tidak hanya menjadi patokan 
dalam kodifikasi hukum internasional. Tetapi juga menjadi langkah lebih 
lanjut terhadap integrasi negara-negara baru menuju sistem Westphalia. 
Konsep negara kepulauan ini juga sangat penting untuk mempertahankan 
stabilitas politik dan memajukan kepentingan untuk menjaga keharmonisan. 
(Leng, 1983, hal. 39) 
    Dalam pembentukan gagasan Poros Maritim Dunia oleh Indonesia 
merupakan sebuah tujuan besar bagi kelangsungan masa depan bangsa, hal ini 
akan mempengaruhi pembangunan dan pemerataan ekonomi di wilayah 
Indonesia. Pakar Hukum Laut Hasjim Djalal mengemukakan bahwa negara 
maritim tidak sama dengan negara kepulauan. Negara maritim adalah negara 
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yang mampu memanfaatkan laut, walaupun negara tersebut mungkin tidak 
punya banyak laut, tetapi mempunyai kemampuan teknologi, ilmu 
pengetahuan, peralatan, dan lain-lain untuk mengelola dan memanfaatkan laut 
tersebut, baik ruangnya maupun kekayaan alamnya dan letaknya yang 
strategis. (Muhamad, 2014, p. 6) Karena hal ini pula, proses panjang menuju 
Poros Maritim Dunia ada baiknya dimulai dengan mengubah Indonesia dari 
negara yang berstatus negara kepulauan menjadi negara maritim. Konsep 
negara maritim yang dibentuk akan mendorong terapainya cita-cita Indonesia 
sebagai Poros Maritim Dunia. Bangsa Indonesia harus melalukan peningkatan 
dalam hal kemampuan untuk menjadi bangsa yang modern dan mandiri 
khususnya dalam bidang teknologi. Akan tetapi Pancasila dan UUD 1945 
harus tetap menjadi landasan bagi Indonesia menuju cita-citanya karena 
sebagaimana diketahui bahwa landasan ini telah mewadahi aspirasi dari 
masyarakat Indonesia. (Rustam, 2015, p. 6) Terdapat empat domain yang 
dipahami secara umum sebagai bidang utama dalam menjamin 
keberlangsungan sistem maritim, yaitu teknologi, finansial, regulasi dan 
politik. Keempatnya lekat dalam menjamin kelancaran proses globalisasi. 
(Rahmawaty, 2015, p. 260) 
      Pada setiap masa pemerintahan, Presiden Indonesia memiliki perbedaan 
dalam hal memandang urgensi dari laut dan darat. Setiap era pemerintahan 
pada setiap presiden berbeda-beda, dapat dilihat dari pemerintahan Soekarno 
dimana Indonesia menerapkan basis laut untuk mendapatkan kedaulatannya, 
sebaliknya pemerintahan Suharto mulai menggunakan basis darat hal ini terus 
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dilakukan hingga masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Namun, 
pada era pemerintahan Abdurahman Wahid basis laut mulai diterapkan 
kembali dengan dibentuknya dewan maritim dan departemen kelautan akan 
tetapi tidak terealisasikan dengan baik. Hingga pada saat pemerintaha Joko 
Widodo saat ini yang memiliki salah satu fokus terhadap bidang maritim.  
       Letak geografi Indonesia yang berada di tengah perlintasan arus jalur 
perdagangan menunjukkan bahwa Indonesia memiliki posisi penting dalam 
sistem maritim. Perdagangan merupakan pokok utama dari jalur 
perekonomian dunia dimana hal ini menjadikan pelayaran memiliki peran 
yang vital didalamnya. Hal ini yang menjadikan Indonesia seharusnya lebih 
memperhatikan keputusannya dalam bidang maritim. 
    Indonesia dikenal sebagai salah satu negara kepulauan terbesar dimana 
hal ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu ikon maritim yang menjadi 
perhatian dunia. Hal ini juga dapat kita lihat dari salah satu pidato Presiden 
Joko Widodo yang memperkenalkan Indonesia akan menjadi Poros Maritim 
Dunia, hal ini tentunya menjadi perhatian dari masyarakat internasional 
tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan Poros Maritim Dunia. Konsep 
poros maritim memiliki 5 pilar yaitu (1) Budaya maritim; (2) Pengelolaan 
sumber daya laut: (3) Konekvitas maritim; (4) Diplomasi maritim; dan (5) 
Pertahanan maritim.(Thamrin, 2013:2) Untuk mewujudkan visi sebagai Poros 
Maritim Dunia, Jokowi menuturkan ada lima pilar utama yang diagendakan 
dalam pembangunan. Pertama, membangun kembali budaya maritim 
Indonesia. Dimana Indonesia memiliki ribuan pulau, maka dari itu Indonesia 
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harus menyadari bahwa laut sebagai identitas, kemakmuran, dan masa depan 
negara Indonesia. Kedua, Indonesia akan menjaga dan mengelola sumber daya 
laut, dengan fokus membangun kedaulatan pangan melalui pengembangan 
industri perikanan. Dalam pilar kedua ini Presiden Jokowi menggunakan 
nelayan seagai tokoh vital dalam membangun kedaulatan pangan. Ketiga, 
Indonesia akan memprioritaskan pengembangan infrastruktur dan konektivitas 
maritim, dengan membangun jalan tol laut, pelabuhan laut dalam (deep 
seaport), logistik, industri perkapalan, dan pariwisata maritim. Keempat, 
Indonesia akan dengan melaksanakan diplomasi maritim. Dimana Presiden 
Jokowi mengajak seluruh negara untuk dapat berpartisipasi dalam 
menghilangkan sumber konflik di lautan seperti pencurian ikan, pelanggaran 
kedaulatan, sengketa wilayah, perompakan, dan pencemaran laut. Kelima, 
Presiden Jokowi akan membangun kekuatan pertahanan maritim. Dimana hal 
ini dirasa penting dalam hal menjaga kedaulatan dan kekayaan maritim 
Indonesia. Serta bentuk dan tanggungjawab dari Indonesia agar terciptanya 
keamanan maritim dan keselamatan pelayaran. (Parikesit, 2014) 
    Gagasan Poros Maritim Dunia ini menurut Rizal Sukma (pengamat 
politik luar negeri CSIS) dapat dipahami dalam tiga makna. Pertama, poros 
maritim dapat dilihat sebagai sebuah cita‐cita mengenai Indonesia yang ingin 
dibangun. Cita-cita Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia dapat dikatakan 
sebagai ajakan untuk kembali kepada identitas nasional Indonesia sebagai 
sebuah negara yang dapat memanfaatkan potensi lautnya dengan maksimal. 
Dengan dilakukannya upaya ini maka akan membentuk Indonesia sebagai 
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kekuatan maritim yang bersatu (unity), sejahtera (prosperity), dan berwibawa 
(dignity). Kedua, poros maritim juga dapat dipahami sebagai sebuah doktrin, 
yang memberi arahan mengenai tujuan bersama. Hal ini dilakukan pemerintah 
sebagai seruan untuk masyarakat Indonesia agar membentuk negara dengan 
gelar “Poros Maritim Dunia”. Ketiga, gagasan poros maritim Jokowi tidak 
berhenti pada level abstraksi dan konseptualisasi. Gagasan Poros Maritim 
Dunia diharapkan tidak hanya berupa konsep semata akan tetapi dubutuhkan 
agenda nyata yang dapat diwujudkan dalam pemerintahan Indonesia. (Pratama, 
2014) 
       Dengan mendeklarasikan diri sebagai Poros Maritim Dunia sebagai visi 
dari pemerintahan Indonesia dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo 
sudah sepatutnya hal ini ditindaklanjuti dengan menyusukan kebijakan dan 
strategi untuk dapat merealisasikannya. Sehingga setelah melakukan 
perencanaan langkah selanjutnya ialah scoping, dalam langkah ini akan 
membantu pemerintah dalam (i) menentukan kepentingan apa yang perlu 
diprioritaskan, (ii) menaksir apakah elemen kekuatan nasional yang tersedia 
sudah sesuai dengan keutuhan, (iii) mengalokasikan sumber daya sehingga 
tepat sasaran. (Stolberg, 2010, p. 14) 
      Selain daripada itu, laut juga memiliki peran yang besar yaitu sebagai 
media transportasi. Dengan demikian dapat diartikan salah satu inti utama dari 
sistem maritim adalah pelayaran niaga. Setiap negara yang berharap menjadi 
kekuatan maritim pastinya memiliki kepentingan yang besar terhadap 
pelayaran niaga. Dalam konteks Poros Maritim Dunia, dimana armada 
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komersil harus dilihat sebagai komponen utama untuk memenuhi perdagangan 
internasional Indonesia. Disamping pelayaran, aspek lainnya yang patut 
diperhatikan dalam pembentukan Poros Maritim Dunia adalah eksplorasi sains 
Maritim.(Rahmawaty, 2015:280-282) 
        Untuk dapat menjadi negara dengan predikat Poros Maritim Dunia hal 
ini berarti negara tersebut harus mengandalkan potensi perekonomian 
nasionalnya kedalam bidang maritim atau dengan kata lain sumber kehidupan 
negara tersebut berasal dari lingkup maritim. Indonesia sebagaimana diketahui 
memiliki kekayaan alam baik itu darat maupun lautan, hal ini menjadikan 
Indonesia dikenal sebagai laboratorium dunia atau dengan kata lain sebagai 
pusat keanekaragaman segala bentuk kehidupan. Dimana Indonesia banyak 
menyumbangkan informasi berharga yang dapat digunakan dalam bidang 
pembangunan ekonomi maupun peradaban maritim. (Index/SATAL, 2010, p. 
3) Jika Indonesia menjadi sebuah negara dengan predikat Poros Maritim 
Dunia sudah seharusnya Indonesia memimpin dalam pelaksanaan setiap 
kegiatan bernuansa maritim. 
       Pemerintah memiliki peran besar dalam pembentukan Indonesia sebagai 
Poros Maritim Dunia oleh karenanya dibutuhkan langkah untuk memperkuat 
institusi pemangku kepentingan, dimana hal ini agar Indonesia dapat 
mentapkan sasaran operasional dan menentukan upaya apa saja yang harus 
dilakukan agar sasaran dapat dilakukan. Oleh karena itu terdapat tiga poin 
penting yang harus diperkuat dalam institusi pemerintahan yakni mind-set 
yang berorientasi maritim, kompetensi maritim, dan kapabilitas maritim 
44 
 
(Mangindaan, 2011). Hal inilah yang mewajibkan pemerintah harus 
menumbuhkan kesadaran maritim di masyarakat luas.  
    Menurut Ketua Umum DPN Inkindo, Ir. Nugroho Pudji Rahardjo dalam 
pembangunan Indonesia menuju Poros Maritim Dunia, Indonesia akan 
memiliki peran penting dalam sistem global. Hal ini akan terjadi baik dalam 
lingkup internasional, region baik itu di kawasan Asia Pasifik dan ASEAN 
yaitu Indonesia akan berperan sebagai : (Majalah INKINDO DKI Jakarta, 
2016, p. 6) 
1. Pusat kegiatan maritim dunia, termasuk pelayaran dan industri perkapalan 
(shipping and ship bilding) yang mendukung kegiatan industri dan 
perdagangan dunia. 
2. Pusat kegiatan industri dunia, termasuk industry penambah nilai (value 
added industry) dan logistic (industrial logistic) yang memerlukan lokasi-
lokasi di “pertengahan” atau “persimpangan” jalan dalam sistem industri 
dan perdagangan dunia. 
3. Pusat perdagangan dunia, termasuk jasa keuangan dan jasa lainnya yang 
dibutuhkan dalam kegiatan industri dan maritim dunia. 
4. Negara industri perikanan terkemuka di dunia, yang didukung armada kapal 
perikanan nasional, kawasan- kawasan budidaya, dan industri terkait,yang 
terintegrasi secara horizontal (antar wilayah/sektor) dan vertikal (hulu 
hilir) antara lokal domestik dan manca negara. 
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5. Negara tujuan wisata kelautan terkemuka di dunia, yang memiliki kawasan-
kawasan wisata berkelas dunia, beserta industri terkait, yang terintegrasi 
horizontal (antar wilayah/sektor) dan vertikal (hulu hilir) antara lokal 
domestik dan manca Negara. 
6. Negara pengguna energi hijau berbasis kelautan terkemuka di dunia, 
termasuk penggunaan bio masa laut (algae) dan arus laut (ocean current 
energy), yang sesungguhnya murah dan dapat mencukupi sebagian besar 
kebutuhan Indonesia dan negara tetangga. 
7. Negara yang memiliki sistem kota-kota internasional untuk kegiatan di atas, 
mulai dari tingkatan tertinggi/terbesar yaitu kota “hub internasional”, kota-
kota “hub nasional” dan atau “gateway”, kota-kota “hub wilayah”, kota-
kota “kolektor lokal”, dan yang terkecil yaitu pusat pusat kegiatan 
“mina/marina politan”. 
8. Negara yang memiliki sistem pertahanan, keamanan dan keselamatan (sipil) 
di laut yang dapat melindungi serta melayani penduduk dan kegiatannya 
baik domestik maupun internasional di Indonesia. 
9. Negara yang berperanan penting dalam menjaga ketertiban dan kedamaian 
dunia, sebagai Negara plural yang menghormati semua bangsa di dunia. 
10. Jasa Konsultansi memiliki peran strategis dalam proses pembangunan 
karena dapat terlibat dari hulu hingga hilir dan mampu menjadi ujung 
tombak pengembangan industri terkait 
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Oleh karena itu dalam mewujudkan cita-cita Indonesia ini dibutuhkan peran 
serta seluruh elemen bangsa Indonesia baik itu pemerintah, pelaku bisnis, 
akademisi, dll. 
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BAB IV  
KEPEMIMPINAN INDONESIA DI INDIAN OCEAN RIM ASSOCIATION 
(IORA) DALAM MENDUKUNG KEBIJAKAN INDONESIA SEBAGAI 
POROS MARITIM DUNIA 
A. Dasar Kepemimpinan Indonesia di IORA 
          Indonesia secara resmi ditetapkan sebagai Wakil Ketua IORA untuk 
periode dua tahun ke depan. Indonesia terpilih sebagai Wakil Ketua IORA 
pada pertemuan Tingkat Menteri ke-13 di Perth, Australia pada bulan 
November 2013 mendampingi Australia selaku Ketua IORA untuk periode 
2013-2015. (Muhaimin, 2013) Karena terpilihnya Indonesia sebagail Wakil 
Ketua IORA untuk periode 2013-2015 maka secara otomatis hal ini akan 
menjadikan Indonesia sebagai Ketua IORA untuk periode selanjutnya. 
Berdasarkan ketentuan organisasi, Ketua IORA untuk periode selanjutnya 
adalah negara yang sebelumnya menjabat sebagai wakil ketua. (Roza, 2015, p. 
6) 
      Indonesia secara resmi memegang keketuaan IORA periode 2015-2017 
dengan Afrika Selatan sebagai Wakil Ketua pada Pertemuan Tingkat Menteri 
ke-15 di Padang. Indonesia adalah satu-satunya ketua IORA yang 
menetapkan tema selama masa keketuaan, yaitu “Strengthening Maritime 
Cooperation in a Peaceful and Stable Indian Ocean” (Kementrian Luar 
Negeri Indonesia, 2015). Dengan demikian, komposisi troika saat ini meliputi 
Australia (Ketua IORA periode 2013-2015), Indonesia (2015-2017) dan 
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Afrika Selatan (2017-2019). Dan karena komposisi ini pula maka pada 
periode yang akan datang yaitu 2017-2019 Indonesia akan tetap menjadi 
bagian dalam Ketua IORA melalui Troika ini.  
       Keketuaan IORA menganut konsep kepemimpinan 3 (tiga) negara atau 
“Troika”. Konsep ini memiliki komposisi ketua IORA periode sebelumnya 
ditambah Ketua IORA yang sedang menjabat dan Wakilnya (Ketua IORA 
pada periode berikutnya). Troika atau “Tiga Serangkai” ini diamanatkan oleh 
Dewan Menteri untuk seara aktif melakukan pertemuan troika / troika 
meeting di sela-sela Pertemuan Tingkat Menteri (CoM) dan Pertemuan 
Tingkat Pejabat Senior (CSO) demi mendukung untuk menyukseskan dan 
meningkatkan koordinasi program kegiatan IORA. (Pusat Pengkajian dan 
Pengembangan Kebijakan Kawasan Asia Pasifik dan Afrika, 2014, p. 13) Hal 
ini menandakan bahwa dalam setiap kepemimpinan di IORA menganut tiga 
tokoh pemimpin. Dapat dikatakan bahwa mantan Ketua IORA pada periode 
sebelumnya tidak kehilangan perannya dalam IORA, akan tetapi Ketua IORA 
pada periode sebelumnya dapat mendukung peranan Ketua IORA yang 
sedang menjabat. 
       Salah satu tugas Dewan Menteri IORA adalah untuk menetapkan Ketua 
IORA dari beberapa calon yang telah diajukan oleh negara-negara anggota 
IORA secara sukarela. Jadi para negara-negara anggota siapapun itu bebas 
untuk mengajukan negara mereka untuk menjabat sebagai ketua IORA. 
Dalam suatu kejadian kondisi tersebut tidak dapat dipenuhi maka Ketua akan 
dipilih berdasarkan pertimbangan geografis (keterwakilan wilayah). Dan 
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posisi wakil ketua akan ditawarkan secara terbuka (open bidding) negara-
negara anggota IORA siapa saja yang bersedia untuk menjadi wakil ketua. 
Hal ini dilakukan oleh sekretariat kepada seluruh anggota negara IORA. 
Pengumuman mengenai keketuan dalam IORA dilakukan 6 (enam) bulan 
sebelum diadakannya Pertemuan Tingkat Menteri. Terdapat beberapa catatan 
dalam penunjukan wakil ketua IORA, yakni : 
1. Jika terdapat leih dari satu negara anggota IORA yang menawarkan diri 
menjadi wakil ketua IORA, maka yang akan mengambil alih adalah 
Dewan Menteri akan memutuskan wakil ketua IORA berdasarkan 
keputusan konsensus. Jadi, ketika terdapat dua atau lebih negara anggota 
IORA yang mencalonkan untuk menjadi wakil ketua makan akan diadakan 
pemilihan negara mana yang pantas untuk menjadi wakil ketua, negara 
yang mendapat suara terbanyak dari negara-negara anggota IORA pada 
pemilihan tersebut akan menjadi wakil ketua IORA. 
2. Namun, ketika tidak terdapat satupun calon yang terpilih makan Dewan 
Menteri akan melakukan perundingan dengan negara-negara anggota 
IORA untuk menunjuk negara mana yang mampu untuk menjadi wakil 
ketua IORA berdasarkan pertimbangan geografis. 
      Keketuan Indonesia dalam IORA bukan hanya semata karena peraturan 
organisasi IORA dimana setiap Wakil Ketua IORA berhak menjadi ketua 
IORA pada periode yang akan datang. Akan tetapi Indonesia memiliki 
pengalaman yang dapat dikatakan bagus dalam berorganisasi. Hal ini dapat 
kita lihat dari pengalaman organisasi regional yang Indonesia ikuti, dan dapat 
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dikatakan Indonesia berperan aktif didalamnya, seperti ASEAN dan APEC.  
Pengalaman organisasi Indonesia di berbagai organisasi regional ini juga 
dapat Indonesia terapkan dalam kepemimpinannya di IORA. Selain itu, 
Indonesia seperti yang kita ketahui memiliki hubungan baik dengan negara-
negara anggota IORA. Jadi dapat dikatakan, kepemimpinan Indonesia dalam 
IORA mendapat dukungan dari negara-negara anggota IORA itu sendiri. Hal 
ini dapat dilihat dari bagaimana Indonesia sebelum menjabat sebagai ketua 
IORA telah mengumpulkan informasi dan melakukan pertukaran pendapat 
dengan negara-negara anggota IORA. Indonesia juga merupakan salah satu 
dari tokoh dibalik berdirinya organisasi IORA tersebut, hal ini dapat kita lihat 
bahwa Indonesia memilki perhatian khusus tentang maritim, Indonesia telah 
memandang arti penting dari Samudera Hindia sebagai Samudera yang 
mengapit Indonesia bersama dengan Samudera Pasifik. Hal ini sesuai dengan 
konsep geopolitik dimana geopolitik terpaut dengan aspek perencanaan politik 
luar negeri yang memperhitungkan berbagai faktor geografi. Terdapat empat 
domain yang dipahami secara umum sebagai bidang utama dalam menjamin 
keberlangsungan sistem maritim, yaitu teknologi, finansial, regulasi dan 
politik. Keempatnya lekat dalam menjamin kelancaran proses globalisasi. 
       Kepedulian Indonesia terhadap sektor maritim bukan karena tanpa 
alasan, jika kita melihat dari teori Mahan tentang Sea Power Theory yang 
menganggap bahwa kekuatan laut suatu negara jika dikelola dengan baik akan 
membuat negara tersebut makmur, adapun sebaliknya jika suatu negara tidak 
mengelola dengan baik lautnya maka sama saja negara tersebut ingin 
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menghancurkan dirinya sendiri. Jika kita melihat dari aspek geografis, 
Indonesia tersiri dari 2/3 adalah lautan. Dimana hal ini tentunya membawa 
potensi yang besar bagi Indonesia dalam bidang kelautan. Berikut merupakan 
potensi kelautan dari Indonesia (Pusat Pengkajian dan Pengembangan 
Kebijakan Kawasan Asia Pasifik dan Afrika, 2014, p. 30):  
1. Indonesia merupakan pasar yang menjanjikan dengan total populasi 
sebanyak 249 juta jiwa ditambah GDP sebesar USD 868,3 trilliun serta 
pendapatan perkapita sebesar USD 3.500. 
2. Perairan Indonesia memiliki potensi sekitar 6,5 juta ton/tahun, potensi 
budidaya payau seluas 2,96 juta hekar dan potensi budidaya laut mencapai 
12,55 juta hektar. 
3. Dasar laut perairan Indonesia kaya akan potensi kandungan minyak dan gas 
bumi. Di sektor migas dan mineral, dari total 60 cekungan migas Indonesia, 
70% berada di laut dengan total cadangan minyak bumi sebesar 9,1 milliar 
barrel. 
4. Indonesia merupakan marine mega bio-diversity terbesar di dunia. 
Kekayaan spesies ikan (37% dari spesies ikan dunia), 555 spesies rumput 
laut serta 950 biota terumbu karang menegaskan dominasi kekayaan 
keanekaragaman hayati ini. 
5. Wilayah kedaulatan laut Indonesia memilki potensi energi pembangkit 
listrik sebesar 727 GW (teoritis), 76,5 GW (teknis), 49 GW (praktis). 
Potensi tersebut berasal dari pasang surut permukaan laut, ombak laut, dan 
panas laut. 
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6. Sebagian besar objek wisata Indonesia terletak di laut, pesisir, dan pulau-
pulau kecil. garis pantai yang membentang sepanjang 95.181 km 
menyimpan potensi pariwisata bahari yang begitu menakjubkan. 
7. Perairan Indonesia, khususnya Selat Malaka memilki potensi industri 
pelayaran yang sangat bagus.  
    
B. Implementasi Kepemimpinan Indonesia di Indian Ocean Rim Assoiation 
(IORA) 
        Kepemimpinan dalam suatu organisasi baik itu regional/internasional 
memiliki peranan yang penting. Kesuksesan maupun kemunduran dari suatu 
organisasi juga dapat dipengaruhi oleh peran dari pemimpin. Hal ini dapat 
kita lihat bagaimana dari setiap organisasi mengalami waktu yang baik 
ataupun buruk tergantung dari siapa yang memimpin organisasi tersebut. 
Periode tahun 2015-2017 memiliki arti tersendiri bagi Indonesia. IORA 
sendiri yang telah berdiri sejak tahun 1993 saat ini dipimpin oleh Indonesia. 
Sejumlah pekerjaan rumah telah Indonesia lakukan terkait kepemimpinan 
Indonesia sendiri dalam IORA. Kepemimpinan Indonesia saat ini di IORA 
berjalan dengan baik tentunya didukung dengan strategi yang matang dan 
komprehensif dari berbagai pihak. Terdapat banyak substansi yang telah 
bersedia untuk mendukung kesiapan manajerial dan administratif dalam 
kepemimpinan Indonesia di IORA.   
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        Indonesia telah resmi menjadi ketua IORA untuk periode 2015-2017 
dengan Afrika Selatan sebagai Wakil Ketua pada Pertemuan Tingkat Menteri 
(PTM) ke-15 di Padang. Organisasi IORA sendiri dalam regionalisme 
termasuk kedalam organisasi regional berbasis  pengelompokan politik. 
Dimana IORA ini merupakan negara-negara yang berbatasan langsung 
dengan Samudera Hindia dimana didalamnya banyak terdapat kepentingan. 
Dalam kepemimpinan Indonesia kali ini, Indonesia merupakan negara 
pertama yang menetapkan tema dalam keketuaanya yaitu “Strengthening 
Maritime Cooperation in a Peaceful and Stable Indian Ocean”.  Dalam masa 
kepemimpinan Indonesia di IORA, Indonesia memiliki komitmen untuk 
mengadakan program kegiatan konkrit bekerjasama dengan Kementerian dan 
Lembaga RI terkait, yaitu: 
(i) The 3rd Indian Ocean Dialogue 
 Adapun dalam pertemuan ini dibahas mengenai keadaan Samudera 
Hindia, dimana dalam forum itu menganggap saat ini negara-negara pada 
kawasan Samudera Hindia tengah menghadapi berbagai tantangan baru 
baik itu dalam bidang keamanan maritim dimana didalamnya juga 
termasuk kejahatan non-tradisional seperti Illegal Unreported Unregulated 
Fishing (IUUF), perdagangan obat-obatan terlarang, perdagangan manusia, 
perdagangan senjata, dll. Oleh karena itu di harapkan dalam forum ini 
dapat memberikan manfaat bagi perumusan dokumen penting sehingga 
dapat memperkuat hubungan antara negara-negara anggota IORA.  
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Dalam pertemuan ini mengangkat tema “Addressing Maritime 
Security Challenges in the Indian Ocean Through Enhanced Regionalism”  
acara ini dilaksanakan oleh Kementerian Luar Negeri  Direktorat Jenderal 
Kerjasama Intra Kawasan Asia Pasifik dan Afrika (Kemlu Aspasaf) dan 
The Habibie Centre (THC). Indian Ocean Dialogue (IOD) ini merupakan 
salah satu pertemuan penting karena dihadiri langsung oleh kalangan 
pemerintah, akademisi, dan bisnis. Dialog ini dihadiri oleh 80 peserta dari 
25 negara yaitu terdiri dari 18 negara anggota IORA. 6 negara dialogue 
partners dan 1 interested country. Dialog ini juga menghasilkan Padang 
Consensus yang berisi masukan untuk kerjasama dalam menghadapi 
tantangan keamanan maritim di kawasan Samudera Hindia. 
  Adapun yang menajdi pembahasan dalam IOD kali ini ialah 
berbagai tantangan yang akan dihadapi guna dapat melakukan penguatan 
regionalisme di kawasan Samudera Hindia. Hal ini sesuai dengan unsur 
di dalam regionalisme, dimana terdapat kehendak untuk membangun 
masa depan bersama dari penduduk yang mendiami suatu wilayah yang 
merupakan suatu komunitas yang memilki rasa solidaritas yang erat 
dengan tujuan baik itu secara ekonomi, politik, dan kultural.  Selain itu, 
dibahas pula mengenai banyaknya kerugian yang dialami pada 
sumberdaya kelautan diakibatkan tindakan IUUF. Sehingga pada IOD 
kali ini diharapkan IORA sendiri dapat menerapkan langkah-langkah 
untuk menindaklanjuti secara serius permasalahan IUUF ini. Dalam 
forum tersebut menganggap bahwa perlu diadakannya kesepakatan 
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internasional yang mengikat secara hukum, pentingnya setiap Negara-
negara anggota IORA untuk melakukan pertukaran dan koordinasi 
informasi dianta pemangku kepentingan dan melakukan joint inspection 
and surveillance scheme. 
Selanjutnya dibahas pula mengenai upaya untuk melakukan 
peningkatan kerjasama antar Negara-negara anggota IORA mulai dari 
aspek strategic security (kerjasama militer) dan sub-strategic secdurity 
(kerjasama sipil keamanan non-tradisional). Dan bagaimana 
kemungkinan Angkatan Laut (AL) dari Negara-negara IORA dapat 
melakukan kerjsama untuk memastikan keamanan dan keselamatan 
maritim. Dimana hal ini juga berguna untuk menjamin akses terhadap 
energi, dan bagaimana pentingnya kerjsama energi terbarukan antar 
negara anggota. (Kementerian Luari Negeri Republik Indonesia, 2016)  
(ii) International Symposium “IORA 20th Anniversary: Learning from Past 
and Charting the Future 
Dalam kegiatan symposium ini mengungkapkan bahwa Ocean Rim 
Association (IORA) hingga saat ini telah mencatat sejumlah prestasi. 
Organisasi ini telah berubah menjadi wadah kerjasama yang penting pada 
kawasan Samudera Hindia. Selain karena Samudera Hindia memang 
kawasan yang startegis, IORA telah memilki banyak anggota dan mitra 
dialog yang semakin menunjukkan eksistensi IORA di kancah dunia 
internasional. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan jumlah anggota 
56 
 
IORA dan jumlah Negara yang menjadi mitra wicara. Walaupun 
peningkatan yang terjadi tidak signifikan tetapi terdapat perbedaan yang 
terjadi ketika IORA pertama kali dibentuk hingga kepemimpinan 
Indonesia saat ini. 
Simposium ini dilaksanakan di Yogyakarta pada 14-15 September 
2016 dan menghasilkan “Yogyakarta Message”. Acara ini berfungsi 
sebagai alat untuk melakukan pertukaran pandangan tentang bagaimana 
seharusnya agenda IORA dapat berkembang dan akan menyelesaikan 
tantangan, peluang, dan strategi yang IORA harus adopsi dalam 
memproyekesikan masa depan dari IORA itu sendiri. Acara ini diikuti 
oleh 12 negara anggota IORA dan 6 negara mitra wicara. Yogyakarta 
Message terdiri atas 11 poin yang terbagi dalam tiga bidang utama yaitu 
Kerjasama Ekonomi, Arsitektur Kawasan Samudera Hindia, dan Sosial 
dan Budaya. Ketiga bidang dalam Yogyakarta Message ini memilki 
keselarasan dengan definisi regional yang diungkapkan oleh Mansbaach 
dimana menurutnya pengelompokan regional diidentifikasi dari basis 
kedekatan geografis, budaya, perdagangan dan ketergantungan ekonomi 
yang saling menguntungkan, komunikasi serta keiukutsertaan dalam 
organisasi internasional 
Dalam bidang Kerjasama Ekonomi terangkum tentang  
mempromosikan perdagangan dan investasi. Dalam pembahasan kali ini 
diusulkan bagaimana negara anggota IORA perlu untuk lebih 
meningkatkan hubungan konektivitas antar negara dengan manfaat 
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mengurangi biaya logistik, mendorong harmonisasi tarif, dan bea cukai, 
mengintensifkan investasi dalam modal manusia, memajukan 
pembangunan yang inklusif seperti melalui meningkatkan struktur 
keuangan mikro dan pemberdayaan UKM serta memperomosikan rantai 
nilai daerah dengan menekan ke dalam melengkapi antara anggota IORA. 
Selain itu pembahasan tentang Blue Economy perlu di prioritaskan tidak 
hanya pada sektor perikanan tetapi juga mencakup budi daya 
bioteknologi kelautan, industri kelautan, energi, pariwisata bahari, dan 
transportasi laut. Indonesia yang dikenal sebagi negara kepulauan perlu 
lebih memfokuskan terhadap pembangunan Blue Economy hal ini juga 
terkait dengan bagaimana kedepannya Indonesia ingin menjadi Poros 
Maritim Dunia. Karena antara konsep Blue Economy dan Poros Maritim 
Dunia memiliki tujuan yang sama dimana ingin menjadikan laut sebagai 
modal utamanya.  
 Dalam bidang Arsitektur Kawasan Samudera Hindia dilakukan 
pembahasan mengenai pemusatan dialog tentang arsitektur kawasan yang 
terbuka, transparan, inklusif, dan evolusioner. Serta arsitektur kawasan 
ini tetap harus berlandaskan pada hukum internasional. Selain itu, pada 
bidang Sosial dan Budaya di dalam ”Yogyakarta Message” sendiri 
tertuang bagaimana seharusnya peran dari negara-negara anggota IORA 
harus lebih ditingkatkan khususnya menggunakan diplomasi budaya. Hal 
ini dianggap sesuai dengan salah satu pilar dari Poros Maritim Dunia 
dimana Indonesia ingin untuk lebih memunculkan ataupun mengenalkan 
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tentang diplomasi maritim. Selain itu pula dianggap bahwa negara-negara 
anggota IORA ini memilki warna kebudayaan yang sama namun hanya 
terdapat keunikan masing-masing yang harus dikomunikasikan satu sama 
lain. Selain itu dalam bidang ini juga dibahas mengenai pembangunan 
inklusif yang menjunjung kesetaraan gender, utamanya dalam 
mengidentifikasi tentang ketenagakerjaan perempuan. Hal ini 
dikarenakan negara-negara anggota IORA sendiri memilki jumlah tenaga 
kerja wanita yang cukup tinggi. Dalam poin ini diharapkan agar wanita 
sendiri dapat diberikan kualitas tenaga kerja sehingga dapat lebih mampu 
menyejahterakan keluarganya. . 
(iii) IORA Business Innovation Centre (BIC) 
 Program IORA BIC ini di prakarsai oleh Lembaga Ilmu Penelitian 
Indonesian (LIPI). Adapun latar belakang dibentuknya program ini 
karena IORA memilki 3 pilar yaitu forum akademisi, forum bisnis, dan 
Working Group on Trade and Investmen (WGTI). Bagi LIPI sendiri 
ketiga pilar ini tidak saling menghubungkan satu sama lain yang 
seharusnya dimana ketiga pilar ini sangat penting dan harus menopang 
satu sama lain. BIC ini merupakan rancangan dalam kepemimpinan 
Indonesia di IORA sekaligus dapat menjadi batu loncatan bagi Indonesia 
sendiri untuk mewujudkan cita-citanya menjadi Poros Maritim Dunia. 
BIC ini diharapkan mampu untuk menghubungkan pelaku bisnis dan 
WGTI ini dengan kalangan forum akademisi yang diharapkan dapat 
menciptakan suatu penemuan, ide baru, dll. Sehingga kedepannya BIC 
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ini dapat menjadi pilar baru dalam IORA sendiri. Akan tetapi Indonesia 
sadar akan banyak tantangan yang akan di hadapi, karena membutuhkan 
persetujuan dari setiap negara anggota IORA. Untuk saat ini, Indonesia 
dalam setiap pertemuan selalu melemparkan konsep note. Hal ini dapat 
kita lihat pada IORAG Meeting pada tahun 2015 dimana Indonesia telah 
melemparkan konsep ini di dalam forum dan sedang menunggu respon 
dari negara-negara anggota IORA. Pada tahun 2016 Indonesia tetap 
melakukan hal yang sama yaitu melemparkan konsep note karena pada 
tahun seelumnya tidak anyak negara yang merespon. Dan untuk tahun ini, 
LIPI sendiri telah mendata inovasi-inovasi bisnis di kawasan Samdera 
Hindia khususnya negara-negara anggota IORA. LIPI telah memberikan 
form ke negara-negara anggota IORA mengenai inovasi bisnis dan 
sedang menunggu respon dari setiap negara. (hasil wawancara dengan 
Mario Surya Ramadhan, S.Sos, peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI 
pada 16 Januari 2017) 
(iv) IORA Guide for Investment 
 Dalam pertemuan kali ini yang dilaksanakan di Padang dan adapun 
hasil dari pertemuan ini adalah IORA sepakat untuk mempercepat 
implementasi beberapa inisiatif penting terutama peluncuran IORA Web 
Trade Repository dan IORA Guide for Investment. IORA We Trade 
Repository  memilki tujuan untuk mengumpulkan data perdagangan 
Negara-negara anggota IORA baik secara kuantitatif (nilai perdagangan) 
maupun kualitatif (kebijakan dan peluang dagang). Adapun IORA Guide 
60 
 
for Investment bertujuan untuk memberikan informasi menyeluruh terkait 
peraturan dan kebijakan dalam bidang investasi di setiap Negara-negara 
anggota IORA. (Kementerian Luar Negeri Indonesia, 2016).  
(v) The 2nd Blue Economy Conference 
 Konferensi ini direncanakan akan dilakukan pada Maret 2017 
mendatang. Blue Economy sendiri merupakan salah satu isu utama di 
IORA dimana dilakukan pemabahasan mengenai perikanan, budidaya, 
bioteknologi kelautan, industri kelautan, energi, pariwisata bahari, dan 
transportasi laut. Seluruh negara-negara anggota IORA melakukan 
penerapan konsep Blue Economy ini. Hal ini dilakukan karena dianggap 
konsep ini dapat memanfaatkan potensi sumber daya laut baik itu dari segi 
perikanan maupun energi dapat dilestarikan. Dimana sesuai dengan Sea 
Power Theory dari Mahan dimana peran dari samudera dan lautan di dunia 
tidak memisahkan daratan, tetapi menghubungkan wilayah yang terhalang 
oleh laut.  
(vi) Regional Workshop: “Interseksi Kebudayaan dan Peradaban di Samudera 
Hindia” 
 Acara ini diselenggarakan langsung oleh pemerintah Indonesia 
bekerjasama denga Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dengan 
judul seminar  Regional Workshop dengan tema Intersection of Culture 
in the Indian Ocean Region yang dilaksanakan di Hotel Aryaduta Jakarta 
pada 10-11 Oktober 2016. Forum ini merupakan forum pertama yang 
dihadiri oleh para akademisi di kawasan Samudera Hindia. Dapat 
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dikatakan Indonesia diwakili oleh LIPI menginisiasi forum khusus untuk 
akademisi ini. (hasil wawancara dengan Mario Surya Ramadhan, S.Sos, 
peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI pada 16 Januari 2017) Hal ini erat 
kaitannya dengan pilar Poros Maritim Dunia yaitu bagaimana Indonesia 
harus menciptakan budaya maritimnya. Sebagaimana kita ketahui 
Indonesia terdiri dari pulau-pulau yang saling berhubungan satu sama 
lain begitu pula dengan negara-negara di kawasan Samudera Hindia. 
Kebersamaan dalan suatu kawasan tidak dapat dipungkiri bahwa negara-
negara ini memilki budaya yang berbeda-beda atau mungkin ada 
memiliki budaya yang sama. Bagaimana masyarakat yang terhimpun 
dalam IORA ini menggunakan keberagaman ataupun kesamaan budaya 
untuk dapat menjadi suatu masyarakat yang dapat menciptakan 
kedamaian.  
(vii) IORAG Cultural Expo 
 Acara ini direncanakan akan diadakan pada bulan Maret 2017. 
Dimana direncanakan acara ini akan berisi pameran kebudayaan dari 
negara-negara anggota IORA. Dimana terdapat kesamaan budaya dari 
negara-negara anggota IORA yang dirasa patut untuk dilestarikan. 
Selain itu dengan pameran kebudayaan ini juga dapat menambah 
pengetahuan dan juga rasa keterikatan antar negara-negara anggota 
IORA. 
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        Selain itu Indonesia juga menyodorkan sejumlah rekomendasi/ inisiatif 
pada enam area prioritas kerjasama yang telah diusulkan Indonesia pada saat 
keketuaannya saat ini. Dimana inisiasi Indonesia ini akan dilampirkan sebagai 
Code of Conduct dalam IORA Concord. 
1) Keamanan dan Keselamatan Maritim  
   Wilayah laut sebagaimana yang diketahui merupakan tagline 
utama dalam kerjasama IORA. Samudera Hindia merupakan salah satu 
jalur perdagangan yang pastinya memegang peranan penting dalam dunia 
internasional. Oleh karena itu faktor keamanan dan keselamatan maritim 
merupakan suatu hal yang dianggap penting untuk senantiasa dijaga demi 
terciptanya kedamaian dan kelancaran dalam arus perdagangan yang juga 
dapat mempengaruhi perekonomian dunia. Karena salah satu fungsi dari 
organisasi internasional sendiri yaitu bagaimana perdamaian dapat 
diwujudkan melalui wadah kerjasama. Selain itu, terdapat banyak jenis 
macam kejahatan yang bisa terjadi di lautan menyebabkan kerjasama 
dalam bidang keamanan dan keselamatan maritim ini merupakan salah 
satu prioritas utama Indonesia dalam mekanisme kerjasama IORA. 
   Dalam kepemimpinan Indonesia di IORA, Indonesia menjadikan 
Bakamla (Badan Keamanan Laut) sebagai Focal Point Pemerintah 
Indonesia pada sektor keamanan dan keselamatan maritim, berikut 
merupakan inisasi dari Indonesia yang akan diinput sebagai Code of 
Conduct dalam IORA Concord, yaitu : (Pusat Pengkajian dan 
Pengembangan Kawasan Asia Pasifik, 2014, p. 80) 
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a. Menciptakan keselamatan dan keamanan serta penegakan hukum di laut 
dengan cara meningkatkan operasi bersama di kawasan Samudera 
Hindia, membuat Standar Operating Procedure (SOP) terkait dengan 
penanganan kasus penegakan hukum dan keamanan di laut serta 
membuat petunjuk batas wilayah antar negara. 
b. Meningkatkan peran Pusat Marabahaya di laut secara terpadu dengan 
cara mengoptimalkan fungsi Jaringan Radar Pesisir, Penginderaan Jauh 
Satelit Maritim,. Informasi Elektrik Kelautan, Intergrated Monitoring 
System Navigation, serta Observasi Penelitian Kelautan, integrasi 
sistem antar negara anggota IORA serta sharing of information terkait 
pengelolaan data pelanggaran bidang maritim. 
c. Membangun Pusat Pendidikan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 
Kelautan dengan cara memberikan pelatihan tentang penanganan dan 
penegakan aspek hukum terkait keamanan dan keselamatan di laut, 
menciptakan sumber daya manusia yang cakap pada ilmu pengetahuan 
dan teknologi kelautan serta Program beasiswa bagi para pegawai dari 
negara anggotanya. 
d. Meningkatkan sarana dan prasarana kelautan untuk menciptakan 
kemandirian bangsa dengan cara membangun “counter issue/kontra 
intelijen” tentang keamanan dan keselamatan di laut serta memperkuat 
IORA melaluo capacity building para anggota. 
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e. Memberdayakan masyarakat pesisir melalui penyuluhan atau bantuan 
sosial yang terkait dengan keamanan serta keselamatan; pengelolaan 
sumber daya yang setara dengan industri serta bantuan pendampingan 
hukum. 
f. Kerjasama di bidang keselamatan transportasi dengan cara kerjasama 
penanganan kecelakaan di laut serta investigasi faktor penyebab 
kecelakaan. Marine Accident Data Analysis Suite (MADAS) milik 
Komite Nasional Keselamatan Transportasi Indonesiea (KNKT) 
kiranya dapat bermanfaat dalam rangka menangani sejumlah 
kecelakaan yang sering dialami di laut. 
      Untuk sejauh ini Bakamla telah membangun pangkalan dan dermaga 
baru di perairan Sabang, Cilacap, Natuna, Balikpapan, Makassar, dan Sorong, 
serta melakukan pengadaan kapal baru yang dirasa sangat konstruktif untuk 
mendukung perbaikan dan peningkatan kinerja Bakamla sebagai Coast Guard, 
penjaga perairan Indonesia dari berbagai ancaman dan gangguan asing. 
(Nainggolan, 2015, p. 28) Hal ini dilakukan sesuai dengan pilar Poros Maritim 
Dunia yaitu Konektivitas Maritim dan Pertahanan Maritim. Bagaimana 
Indonesia sendiri dapat melakukan pengembangan infrastruktur untuk 
kemudian dapat meningkatkan keamanan pada jalur maritim yang dapat 
menciptakan kedamaian dan kelancaran di laut itu sendiri. 
        Selain Bakamla yang menjadi Focal Point dalam rangka kerjasama 
keamanan dan keselamatan maritim. Dalam kepemimpinan Indonesia di 
IORA, Indonesia juga menggandeng TNI Angkatan Laut RI. Kerjasama ini 
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dapat kita lihat dengan terlaksananya the 2nd International Maritime Security 
Symposium dan the 2nd Komodo Joint Naval Exercise dengan tema ”Peace 
Keeping Operations”. Untuk the 2nd International Maritime Security 
Symposium telah diadakan pada 16 September 2015 di Hotel Borobudur 
Jakarta. Sedangkan untuk the 2nd Komodo Joint Naval Exercise sendiri telah 
dilaksanakan di Padang pada 12 April 2016. 
2) Fasilitasi Perdagangan dan Investasi 
 Dalam setiap agenda kerjasama baik itu organisasi regional 
maupun organisasi internasinal, isu ekonomi merupakan suatu hal yang 
penting begitupun anggapan Indonesia. Indonesia menganggap, IORA 
memegang peranan sentral dalam penetrasi produk Indonesia ke pasar 
non-tradisional.  
   Kontribusi volume perdagangan antar negara IORA (96%) 
dipengaruhi oleh enam negara utama, yaitu Singapura, Malaysia, India, 
Indonesia, Australia, dan Afrika Selatan. Volume perdagangan ini dapat 
terus ditingkatkan melalui serangkaian kebijakan, antara lain asosiasi 
perdangan (diperkirakan meningkat 22%), Preferential Trade Agreement 
(PTA) (diperkirakan meningkat 11%) dan peningkatan skala ekonomi 
(diperkirakan meningkat 11%). (hasil wawancara antara Pusat P2K2 
Aspasaf dengan Umar Juoro MA, MAPE, Peneliti Senior Habibie Centre 
pada 26 Maret 2014) 
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   Selain perdagangan, pada bidang investasi juga negara-negara 
anggota IORA merupakan tujuan penanaman modal asing dengan share 
sebesar 13% dari total perdangan asing dunia. Sejumlah gagasan yang 
diusulkan Indonesia dalam kepemimpinannya di IORA yang berkaitan 
dengan kerjasama perdagangan dan investasi yang diinput sebagai Code of 
Conduct dalam IORA Concord adalah (Pusat Pengkajian dan 
Pengembangan Kebijakan Kawasan Asia Pasifik dan Afrika, 2014) : 
a. Merevitalisasi fungsi Working Group on Trade and Investment (WGTI) 
dan Indian Ocean Rim Business Forum (IORBF) yang dianggap sangat 
penting dalam memajukan kerjasama di bidang perdagangan dan 
investasi. Perhatian perlu diberikan lebih khusus untuk IORBF dari 
kalangan pengusaha yang selama ini dianggap Indonesia belum aktif. 
b. Pembentukan Gugus Kadin IORA di masing-masing negara anggota 
untuk lebih meningkatkan peran swasta. 
c. Penerapan IORA Business Travel Card untuk memudahkan perjalanan 
pebisnis di negara-negara IORA. Untuk gagasan ini Indonesia sedang 
memperjuangkan untuk mendapat persetujuan kebijakan imigrasi 
sejumlah negara anggota lainnya (hasil wawancara dengan Harya K. 
Sidharta, Kabid. Kerjasama ASEAN dan Kerjasama Intra dan Antar 
Kawasan BPPK Kemenlu pada 18 Januari 2016) 
d. Memudahkan arus perdagangan antar negara IORA dengan melakukan 
penyederhanaan prosedur bea cukai untuk produk dari negara-negara 
anggota IORA. 
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e. Meningkatkan program pelatihan untuk pemberdayaan pengusaha kecil 
dan mikro. 
f. Pengembangan konsep blue economy sebagaimana yang ditekankan 
pada pertemuan CoM ke-14 bulan Oktober 2014 di Perth. 
g. Menyusun program kegiatan yang lebih business-oriented dalam rangka 
semakin meningkatkan peran serta pelaku bisnis Indonesia dalam forum 
IORA, seperti business forum, pengiriman business mission dan joint 
exhibition. 
h. Mengusulkan pendirian Business Innovation Centre (BIC), 
sebagaimana telah diusulkan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan 
Indonesia (LIPI) pada pertemuan Indian Ocean Rim Academi Group 
(IORAG) di Perth tahun 2013. BIC diyakini mampu menjembatani tiga 
pilar IORA serta melahirkan inovasi bisnis dan IPTEK yang dapat 
dioptimalkan guna menunjang daya saing ekonomi dan bisnis. 
3) Manajemen Perikanan 
   Manajemen perikanan merupakan suatu tantangan sekaligus 
kewajiban IORA sebagai suatu organisasi regional pada kawasan 
Samudera Hindia yang telah dikaruniai potensi sumber daya perikanan 
yang melimpah. Selain itu pada sektor perikanan memilki nilai ekonomis 
yang tinggi. Akan tetapi Indonesia sebagai Negara yang memilki tujuan 
untuk menajadi Poros Maritim Dunia, potensi perikanan Indonesia pun 
saat ini belum dimanfaatkan secara optimal. Aksi pencurian sumber daya 
laut Indonesia sendiri yang dilakukan oleh pihak asing di tengarai menjadi 
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salah satu penyebab terpuruknya sektor perikanan Indonesia. Badan 
Pemeriksa Keuangan (BPK), bahkan memperkirakan kerugian Negara 
sebesar Rp 300 trilliun pertahun akibat aksi pencurian ikan. (S E. H., 2012) 
   Pada saat ini Indonesia menerapkan prinsip-prinsip Ocean Good 
Governance, seperti Monitoring, Controlling dan Surveillance (MCS). Hal 
ini dianggap karena masyarakat dunia saat ini perhatiannya fokus kepada 
isu pengelolaan dan penangkapan ikan yang berkelanjutan. Karena hal ini 
pula Indonesia dalam kepemimpinannya di IORA ingin berperan aktif 
dalam sektor manajemen perikanan. 
    Dalam fokus kerjasama manajemen perikanan ini Pemerintah 
Indonesia menjadikan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) 
sebagai Focal Point, dan Indonesia berhasil memetakan potensi kerjasama 
didalam kerangka IORA sebagai berikut (hasil wawancara dengan Rita 
Octafiani, Kepala Sub Bagian Kerjasama Intra Kawasan, KKP pada 13 
Januari 2017)  : 
a. Penguatan pelaksanaan Port State Measures dan pertukaran informasi 
terkait permohonan perubahan bendera kapal dan/atau permohonan 
otorisasi penangkapan ikan sebagai upaya pemberantasan Illegal 
Unreported and Unregulated Fishing (IUU Fishing). KKP juga telah 
meratifikasi Port State Measures Agreement membuktikan KKP 
mendukung secara penuh pemberantasan IUU Fishing. Selain itu juga 
KKP sendiri memiliki Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya 
Kelautan dimana system kerjanya yaitu melakukan pengawasan di 
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lautan terkait tindakan fish crime dengan menggunakan kapal-kapal 
pengawas yang dimiliki Indonesia. Indonesia juga telah memperkuat 
armada lautnya serta memilki peralatan yang canggug guna 
memperlihatkan keseriusan Indonesia sendiri dalam mendukung 
pemberantasan IUU Fishing.  
b. Pemberian tanda pada alat penangkapan ikan secara regional 
berdasarkan standar FAO. 
c. Pilot Project penerapan pengelolaan perikanan dengan pendekatan 
ekosistem. KKP sendiri memiliki Badan Penelitian dan Pengembangan 
Kelautan dan Perikanan (Balitbang) sehingga seluruh pengelolaan 
perikanan dan pendekatan ekosistem ini diatur oleh Balitbang.  
d. Perlindungan anak buah kapal dari negara-negara IORA. Khusus untuk 
pembahasan IORA sendiri, IORA tidak memiliki hukum yang pasti 
terhadap negara-negara anggota IORA yang melanggar, tidak ada 
kesepakatan resmi sendiri dari forum IORA mengenai konsekuensi bagi 
pelanggaran hukum dalam perikanan. Hal ini masih dalam tahap 
rancangan Indonesia untuk diperjuangkan pada IORA Concord 
e. Penguatan mekanisme pengumpulan data armada penangkapan ikan 
dan data hasil tangkapan berdasarkan system teknologi informasi. Saat 
ini segala informasi akses untuk Indonesia sendiri telah ada di website 
resmi dari KKP dan saat ini KKP sedang melakukan penguatan 
informasi dengan membangun sistem informasi one data, dimana 
semua data KKP tentang perikanan maupun non perikanan dapat 
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dijadikan satu. Untuk saat ini juga data armada penangkapan ikan dan 
data hasil tangkapan ikan dapat diakses di Direktorat Jenderal 
Perikanan Tangkap (DJPT).  
f. Peningkatan keselamatan pelayaran nelayan kecil (artisanal fishermen). 
Dalam hal ini pemerintah telah menyediakan asuransi nelayan, program 
pemerdayaan nelayan dan subsidi untuk nelayan. Akan tetapi 
pemerintah Indonesia mengalami sedikit kendala mengenai subsidi 
untuk pemberdayaan nelayan kecil dikarenakan WTO. Hal ini 
dikarenakan menurut WTO sendiri segala macam bentuk subsidi 
perikanan baik itu untuk nelayan kecil maupun besar adalah suatu 
tindakan yang tidak dapat dibenarkan. 
g. Penguatan Kapasitas Sumberdaya Manusia di Bidang Pengelolaan 
Perikanan melalui; (i) pendidikan formal; (ii) pendidikan non-formal, 
seperti pelatihan penanganan ikan yang baik di atas kapal; dan (iii) 
awareness building program (penangkapan ikan yang tidak merusak 
lingkungan). Untuk pendidikian formal KKP sendiri memiliki Sekolah 
Tinggi Perikanan dan untuk pendidikan non-formal sendiri KKP telah 
mengikuti workshop mengenai “IORA ISDP Trainer’s training 
programme on Marine Aquaculture” yang diadakan di Antananarivo, 
Madagaskar pada 2-3 Mei 2016. 
  Selain itu Indonesia dalam kepemimpinannya di IORA telah 
mengusulkan sejumlah gagasan untuk meningkatkan kerjasama di sektor 
fisheries management yang akan diinput sebagai Code of Conduct dalam 
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IORA Concord sebagai berikut (Pusat Pengkajian dan Pengembangan 
Kebijakan Kawasan Asia Pasifik dan Afrika, 2014, p. 84) : 
a. Merevitalisasi IORA Fisheries Support Unit (FSU), baik secara by-law 
atau program, guna menjaring lebih banyak bantuan dana dari pihak 
luar. FSU juga dianggap penting dalam upaya meningkatkan kerjasama 
dengan Indian Ocean Tuna Commision (IOTC). 
b. Meningkatkan kapasitas di bidang pemerantasan illegal, unreported 
unregulated (IUU fishing) terkait penerapan market-related measures 
oleh Negara tujuan ekspor seperti catch certificate dan labeling. 
c. Meningkatkan penerapan Fishing Management in Areas Beyond 
National Jurisdiction. 
d. Meningkatkan kerjsama teknik erupa pelatihan di bidang perikanan 
yang saling menguntungkan, khususnya di bidang-bidang yang menjadi 
keunggulan Indonesia maupun yang di harapkan Indonesia dapat 
belajar dari pihak lain yang lebih maju. 
4) Manajemen Risiko Bencana Alam 
   Pembahasan mengenai bencana tidak hanya dibatasi pada bencana 
alam saja. Terdapat juga bencana akibat ulah manusia yang dapat timbul 
baik itu dari individu, kelompok, atau keijakan pemerintah yang salah. 
Sebagaimana telah tertulis dalam kesepakatan kerjasama di bidang disaster 
response and risk management di dalam Dokumen Perth Communique of 
the 13th Meeting of the Council of Minister of the IORA, Negara-negara 
anggota IORA memilki kesepakatan untuk mengadakan kerjasama di 
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bidang ini. Salah satu fokus utama dari kesepakatan kerjasama ini ialah 
penanganan tsunami, search and rescue (SAR) serta oil spills.  
   Fokus kerjasama IORA pada bidang ini menjadi sesuatu yang 
menarik bagi Indonesia, dimana Indonesia memiliki pengalaman dalam 
menangani risiko bencana alam salah satu yang terbesar adalah tsunami 
yang terjadi di Aceh. Karena hal ini maka di Indonesia sendiri telah 
didirikan ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on 
Disaster Management (AHA Centre) pada tahun 2011 di Jakarta.  
  Karena alasan inilah sehingga sudah sepatutnya Indonesia untuk 
memperjuangkan bagaimana Indonesia dapat menjadi pusat manajemen 
risiko dan mitigasi bencana regional (Capital of Disaster Risk 
Management). Indonesia juga memiliki lembaga-lembaga yang dapat 
diandalkan dalam penanganan bencana yaitu Badan Nasional 
Penanggulangan Bencana (BNPB). Tidak hanya BNPB, Indonesia juga 
memilki pusat-pusat kajian bencana yang tersebar di universitas di 
nusantara yang telah diakui dunia internasional. Selain itu Indonesia juga 
mendapatkan penghargaan Global Champion of Disaster Risk Reduction 
yang telah diberikan oleh Sekjen PBB yaitu Ban Ki-Moon kepada Presiden 
Indonesia saat itu Susilo Bambang Yudhoyono pada saat acara KTT 
ASEAN pada 9 November 2011 di Bali, hal ini merupakan salah satu 
kebanggan dari Indonesia sendiri dan bagaimana Indonesia kedepannya 
dapat lebih baik dalam melakukan manajemen bencana alam. 
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   Dalam kepemimpinannya di IORA, maka Indonesia khususnya 
dalam bidang manajemen risiko bencana alam telah merumuskan suatu 
gagasan kerjasama yang akan diinput sebagai Code of Conduct dalam 
IORA Concord dalam bentuk : (Pusat Pengkajian dan Pengembangan 
Kebijakan Kawasan Asia Pasifik dan Afrika, 2014, p. 85) 
a. Penentuan focal point dimasing-masing negara sebagai suatu langkah 
pragmatis membangun jalur komunikasi bila terjadi bencana. 
b. Pembentukan rezim hukum internasional yang mengatur pencemaran 
laut lintas batas yang selama ini belum ada. 
c. Mendorong kerjasama erta anatara IORA dan AHA Centre. 
d. Apabila IORHADR dapat terwujud, mendorong partisipasi aktif dan 
luas dari seluruh negara anggota IORA. 
e. Mengusulkan Indonesia sebagai ibukota Disaster Risk Management di 
kawasan Samudera Hindia dengan pendirian IORA Centre for 
Humanitarian Assistance on Disaster Management yang bermarkas di 
Indonesia.   
5) Akademisi, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 
   Dalam organisasi IORA tidak hanya melibatkan tokoh pemerintah 
maupun pebisnis, tetapi para akademisi juga turut masuk didalamnya. Hal 
ini dikarenakan pendidikan dirasa sangat penting tidak hanya untuk 
individu tetapi untuk semua kalangan. Di IORA sendiri cakupan untuk 
bidang ini cukup banyak terdiri dari Indian Ocean Research Group 
(IORG), Regional Centre for Science and Transfer of Technology 
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(RCSTT), University Mobility in Indian Ocean Rim (UMIOR). Akibat 
banyaknya bidang yang bergerak pada pendidikan menyebabkan tumpang 
tindihnya lembaga-lembaga ini. 
   Khusus untuk Indonesia sendiri dalam kepemimpinannya di IORA 
menjadikan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemristek) dan Lembaga 
Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sebagai focal points dalam sektor 
kerjasama bidang ini. Kemristek sendiri telah menggelontorkan dana 
sebesar Rp 200 juta untuk mealkukan penyelenggraan one-day seminar 
terkait isu kerjasama bidang akademisi dan IPTEK. Selain itu untuk LIPI 
sendiri telah menyatakan kesiapannya mewujudkan Indonesia sebagai 
centre excellence, diantaranya melalui pengelolaan world class facilities 
for biodiversity and life science. 
   Dalam kepemimpinan Indonesia di IORA pada bidang ini 
Indonesia menawarkan konsep pengembangan kerjasama dengan gagasan 
yang akan diinput sebagai Code of Conduct dalam IORA Concord sebagai 
berikut: (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Asia 
Pasifik dan Afrika, 2014, p. 87) 
a. Perlu penyederhanaan dan restrukturisasi kelembagaan di IORA yang 
menangani sektor academic, science and technology. Sebaiknya 
pengelolaan tugas dan fungsi dari semua lembaga tersebut lebih 
diperjelas guna menghindari duplikasi lebih lanjut. 
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b. Kerjasama akademis, ilmu pengetahuan dan teknologi kiranya dapat 
diarahkan pada penelitian dan pengembangan sektor teknologi kelautan. 
Kegiatan seelumnya yang pernah dilakukan seperti lokakarya 
pemberdayaan perempuan, pelatihan sidang WTO, pemanfaatan 
teknologi untuk pengusaha kecil serta pemberantasan kemiskinan, 
menurut Indonesia tidak terlalu relevan dengan portofolio IORA. 
Indonesia mengharapkan pada masa mendatang, kerjasama kiranya 
dapat diarahkan pada topik-topik seperti penyulingan air laut menjadi 
air tawar, konservasi biologi dan ekosistem laut, pola cuaca, kenaikan 
permukaan air laut, pemanfaatan daerah pantai, perubahan iklim, 
teknologi energi terbarukan dari laut dan konsep blue economy atau 
ocean economy. 
c. Mendorong pendirian centre of excellence di Indonesia serta di negara 
anggota lainnya yang memilki minat atau kemampuan dibidang tertentu. 
Saat ini, Sri Lanka sudah menunjukkan minatnya untuk mendirikan 
IORA Centre of Excellence on Ocean Sciences and Environment, 
sementara Seychelles sudah mengajukan pendirian Hub for 
Enviromental Research (Mrine and Terrestial) for the Western Indian 
Ocean. Selain itu, sebagai tindak lanjut kerjasama IORA dengan 
International Renewable Energy Agency (IRENA), Indonesia juga perlu 
mendorong pendirian IORA centre of excellemce di bidang energi 
terbarukan. 
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d. Mendorong kerjasama dan pertukaran ilmuwan/peneliti di bidang-
bidang yang menjadi kepentingan bersama serta tidak berpotensi 
membahayakan keamanan negara. 
e. Kerjasama saling bertukar informasi mengenai kurikulum pendidikan 
dianatara sesama negara anggota IORA. 
   Khusus untuk dukungan LIPI terkait perannya sebagai focal point 
IORA untuk bidang ini dan sebagai dukungan LIPI terkait keinginan 
pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, 
maka LIPI telah melakukan beberapa usaha baik itu yang bersifat 
penelitian maupun non-penelitian yang telah dimulai sejak tahun 2015 
sebagai berikut : (hasil wawancara dengan Mario Surya Ramadhan, S.Sos, 
peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI pada 16 Januari 2017) 
Tahun 2015 
a. LIPI melakukan kegiatan riset dalam rangka menyusun background 
paper hal ini dianggap penting dikarenakan menurut LIPI sendiri IORA 
untuk sebagian besar masyarakat Indonesia merupakan suatu yang 
baru, selain itu belum banyak juga yang mengetahui dan memahami 
IORA ini merupakan bentuk kerjasama seperti apa. Karena alasan 
inilah maka LIPI melakukan penelitian untuk menyusun background 
paper mengenai pilar-pilar poros maritim yaitu infrastruktur, budaya 
maritim, dan ekonomi didalam kerjasama kawasan Samudera Hindia. 
Sehingga LIPI membuat enam Background paper terkait dengan topik 
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kebencanaan, keamanan maritim, diplomasi maritim, ekonomi dan 
interseksi budaya. Berikut judul-judul Background Paper yang telah 
dibuat 
- Disaster and Climate Change in the Indian Ocean Region oleh 
Laksmi Rachmawati 
- Indonesia’s Maritime Diplomacy in the Indian Ocean Region 
Cooperation Strategy and Priority oleh Adriana Elizabeth dan Rizka 
Fiani Prabaningtyas 
- Indonesia’s Fisheries Management in the Eastern Indian Ocean 
Region 
- Intersection of Culture and Civilization of the Indian Ocean States: 
Indonesian Perspective oleh Amorisa Wiratri, Angga Bagus Bismoko 
dan Dedi Supriadi Adhani 
- Maritime Security in the Indian Ocean Region oleh Riefqi Muna 
dan Mario Surya Ramadhan 
- Pemetaan Dinamika Perdagangan dan Investasi di Negara-negara 
Anggota di Indian Ocean Rim Association (IORA) oleh Panky T. 
Febiansah 
b. LIPI mewakili Indonesia sebagai chair dalam acara 21st Indian Ocean 
Rim Academic Group (IORAG) Meeting yang diadakan di Padang pada 
19-22 Oktober 2015. Adapun ibu Dr. Adriana Elisabeth, M.Soc.Sc. 
berperan sebagai chair dan Head of Delegation dari Indonesia di 
wakili oleh bapak Dr. Zainal Arifin, M.Sc. 
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c. Karena menurut LIPI sendiri IORA merupakan isu yang baru dan 
belum terdapat komunitas akademik yang khusus membahas kajian 
Samudera Hindia, maka LIPI mengumpulkan para akademisi yang 
memilki perhatian lebih terhadap isu kemaritiman khususnya pada 
kawasan Samudera Hindia. LIPI telah melakukan beberapa kali 
melakukan diskusi akademik mengenai Samudera Hindia seperti di 
beberapa tempat sebagai berikut ; International Centre for Aceh and 
Indian Ocean Studies (ICAIOS) yang bertempat di Aceh, Pusat Kajian 
Samudera Hindia yang bertempat di Universitas Andalas, Pusat Kajian 
Sumberdaya Pesisir dan Lautan yang bertempat di Institut Pertanian 
Bogor, dan Pusat Studia Asia Pasifik yang bertempat di Universitas 
Gadjah Mada. Jadi LIPI tidak hanya melakukan penelitian semata, 
tetapi LIPI juga melakukan kegiatan non-penelitian untuk membangun 
kembali kepedulian masyarakat Indonesia khususnya di kalangan 
akademisi yang belum terlalu mengetahui tentang Samudera Hindia. 
d. LIPI mengadakan kegiatan seminar nasional yang pertama yang 
bertemakan “Samudera Hindia Kawasan Masa Depan Dunia” yang 
dilaksanakan di Auditorium Utama LIPI, Jakarta pada 30 September 
2015. Dan seminar nasional kedua LIPI mengadakan kerja sama dengan 
IORAG Indonesia  dengan tema “Interseksi Kebudayaan dan Perdaban 
di Samudera Hindia” dilaksanakan di Jakarta pada 21 Desember 2015. 
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e. Selain itu LIPI dan Komite Kerja Nasional IORAG membuat Executive 
Summary yang berjudul Kerjasama Kawasan Samudera Hindia dalam 
Perspektif Maritim Indonesia. LIPI mengangkat topik ini karena 
interaksi antara masyarakat di kawasan Samudera Hindia bukanlah 
sesuatu yang baru dari hasil kajian ini di temukan bahwa interaksi 
antara masyarakat kawasan Samudera Hindia telah berlangsung lama. 
Hal ini dapat dilihat dari  interaksi kerajaan Sriwijaya, terdapat banyak 
pedagang-pedagang dari Arab maupun Tiongkok yang datang ke 
Indonesia, dan masyarakat Indonesia yang pada saat dahulu melakukan 
pelayaran sampai ke Madagaskar. Hal inilah yang menjadikan LIPI 
mengangkat topik ini karena interseksi kebudayaan dianggap dapat 
menjadi pondasi yang kuat bagi keberlangsunganm kerjasama di 
kawasan Samudera Hindia. 
Tahun 2016 
a. LIPI juga melakukan kegiatan non-penelitian dengan mengadakan 
lomba essai nasional dengan tema Diversity, Community, Cooperation: 
Cultural Intersection in the Indian Ocean Rim. Antusias peserta untuk 
lomba ini dinilai lumayan besar yaitu terdapat 30 essai dari mahasiswa 
S1, 15 essai dari mahasiswa D3, dan 16 essai dari dosen dan mahasiswa 
pascarsajana yang diadakan pada bulan Maret 2016. LIPI melakukan 
kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kepedulian publik terhadap 
kajian Samudera Hindia.  
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b. Kementerian Luar Negeri RI rutin melakukan Ministrial Meeting yang 
diadakan tiap tahun pada bulan Oktober. Untuk forum IORAG sendiri 
dilaksanakan di Hotel Borobudur Jakarta sedangkan Ministrial Meeting 
dilaksanakan di Bali. Peran Indonesia sama setiap tahunnya yaitu 
pertemuan ini berisi evaluasi program-program IORA. 
 Tahun 2017 
a. LIPI sedang melakukan penelitian mengenai Blue Economy karena 
tahun ini akan dilaksanakan International Ministrial Meeting mengenai 
Blue Economy. 
b. LIPI memiliki komitmen untuk mempublish Journal of Indian Ocean 
Region yang pada awalnya jurnal ini dikelola oleh Focal Point IORAG 
Australia akan tetapi untuk tahun ini jurnal tersebut diambil alih oleh 
LIPI, sehingga LIPI yang mendanai serta menyeleksi naskah-naskah 
yang akan muncul pada jurnal ini. 
6) Pariwisata dan Pertukaran Sosial-Budaya 
 Pariwisata memilki dampak khususnya dalam perekonomian suatu 
negara tidak hanya bagi negara tuan rumah, tetapi juga negara asal para 
turis. Salah satu motivasi utama suatu negara fokus untuk melakukan 
promosi pariwasata terhadap negaranya adalah timbulnya kemajuan dalam 
bidang ekonomi.  Selain itu pertukaran sosial-budaya memiliki manfaat 
yang besar bagi dunia internasional dimana dengan dilakukannya 
pertukaran sosial-budaya suatu masyarakat dapat mengenal sosial-budaya 
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masyarakat negara lain yang dapat memilki efek saling mengerti diantara 
satu sama lain sehingga dapat terwujudnya suartu perdamaian dunia.  
Karena hal inilah sektor pariwisata dan pertukaran kebudayaan menjadi 
salah satu area yang penting bagi Indonesia dalam kepemimpinannya di 
IORA. Sejarah yang kuat dan warisan budaya yang beragam juga menjadi 
keuntungan sendiri bagi Indonesia yang dapat dimanfaatkan dalam 
pengembangan pariwisatanya. 
 Sektor pariwisata merupakan salah satu kontributor utama 
perkonomian Indonesia. Pada tahun 2013, Indonesia kedatangan 8.802.129 
wisatawan mancanegara (tumbuh 9,42%) dengan perolehan devisa sebesar 
USD 10,05 milliar. (Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, 2014) 
Namun demikian angka ini masih jauh dibawah jumlah wisatawan yang 
dimilki Negara anggota IORA seperti Malaysia, Thailand, dan Singapura. 
Hal ini menjadi catatan tersendiri bagi Indonesia bagaimana Indonesia 
dapat lebih meningkatkan sektor pariwisata dan pertukaran kebudayaan 
karena diketahu Indonesia banyak memilki kelebihan tersendiri dalam 
bidang ini.  Adapun pada tahun 2015 terjadi peningkatan jumlah 
kedatangan wisatawan mancanegara yakni mencapai angka 10.406.759 
jiwa. Hal ini terus meningkat hingga tahun 2016 Indonesia kedatangan 
12.023.971 wisatawan mancanegara.  
 Terkait dengan keketuan Indonesia dan cita-cita Indonesia sebagai 
Poros Maritim Dunia dalam bidang ini Indonesia di bantu dengan 
Kementerian Pariwisara Republik Indonesia (Kemenpar) telah 
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mengadakan Workshop on Cultural Tourism in IORA Countries yang 
dilaksanakan di Padang pada 18-19 Oktober 2015. Kegiatan ini bertujuan 
untuk membahas isu-isu pariwisata warisan budaya (Culture Heritage 
Tourism), khususnya pengembangan produk yang mempunyai kesamaan 
(common products), pertukatan best practices dibidang Cultural Heritage 
Tourism, mempromosikan Cultural Heritage Tourism diantara Negara-
negara anggota IORA serta mendorong People-to-People Connectivity. 
 Dalam kepemimpinan Indonesia saat ini, Indonesia memilki 
beberapa inisiatif dalam kerangka IORA yang akan diinput sebagai Code 
of Conduct dalam IORA Concord antara lain: (Pusat Pengkajian dan 
Pengembangan Kebijakan Kawasan Asia Pasifik dan Afrika, 2014, p. 88) 
a. Merevitalisasi Indian Ocean Tourism Organization (IOTO), karena 
pada tataran pelaksanaannya, organisasi ini belum banyak 
berkontribusi aktif dalam agenda-agenda IORA. IOTO saat ini 
berlokasi di Oman. Apabila Indonesia serius untuk mempromosikan 
sektor pariwisata, diusulkan untuk memindahkan IOTO ke Indonesia, 
misalnya di Bali. 
b. Mendorong kerjasama yang ersifat intra-regional tourism yang dapat 
mendorong peningkatan jumlah wisatawan, seperti journalist 
exchange3 visit, joint tourism promotion diantaranya dalam bentuk 
IORA Travel Mart, menciptakan keijakan/fasilitas visa pariwisata 
untuk Negara-negara anggota IORA, pertukaran informasi, dan 
sharing best practice. 
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c. Mendorong ocean tourism dan religious tourism sebagai tema bersama 
karena adanya keterkaitan budaya antar negara-negara anggota IORA. 
d. Mendorong partisipasi aktif sektor swasta di bidang pariwisata di 
negara-negara anggota IORA untuk dapat melakukan kerjsama, 
misalnya membuat paket-paket wisata bersama. 
e. Mendorong peningkatan kapasitas pemeliharaan warisan budaya dalam 
pendirian Indian Ocean Rim World Heritage Conservation dengan 
aktivitas seperti pelatihan, pertukaran informasi, dan pameran. 
f. Memanfaatkan beasiswa kebudayaan yang telah dimiliki oleh 
Indonesia untuk dialokasikan secara khusus kepada Negara-negara di 
lingkungan Samudera Hindia. Apabila terdapat kendala keterbatasan 
anggran, dapat memanfaatkan beasiswa program non-IORA yang 
diasosiasikan sebagai kegiatan IORA. Misalnya Program Beasiswa 
Seni dan Budaya Indonesia (BSBI)  pada tahun 2015-2017, dapat 
dikemas dengan sedemikian rupa dengan melibatkan Negara-negara 
anggota IORA 
g. Mendorong peningkatan konektivitas laut dan udara diantara negara-
negara anggota IORA untuk memudahkan arus kunjungan wisatawan 
dari negara-negara tersebut. 
Semua inisiasi Indonesia ini akan diadopsi menjadi code of 
conduct yang akan di tawarkan oleh Indonesia  dengan tujuan agar 
kedepan IORA dapat dijalankan dengan lebih baik lagi terutama dalam 
menghadapi masalah dan tantangan baru khususnya di kawasan Samudera 
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Hindia. Code of Conduct ini akan di tampilkan oleh Indonesia dalam 
IORA Concord yang akan dilaksanakan pada bulan Maret di Jakarta 
Convention Centre. Keseluruhan gagasan dari 6 agenda prioritas IORA ini 
diajukan oleh Kementrerian Luar Negeri Indonesia (Kemlu) untuk 
mengubah kegiatan-kegiatan IORA yang selama ini bersifat project based 
menjadi suatu yang lebih strategis. Hal ini sesuai dengan salah satu fungsi 
dari organisasi internasional yaitu sebagai Sentralistik, dimana organisasi 
internasional ini dapat menjadi pendukung interaksi antar Negara sehingga 
dapat berpengaruh terhadap kapabilitas, pemahaman, dan kepentingan dari 
suatu negara. Indonesia akan mendorong IORA untuk lebih berani 
mengambil langkah strategis, misalnya dengan mengelola Samudera 
Hindia untuk kepentingan bersama. Bagi Indoensia, memilki peran penting 
untuk membangun stabilitas regional di Samudera Hindia tidak hanya 
dengan menghadirkan kekuatan militer, namun juga dengan turut 
membangun norma, prinsip, kelembagaan, dan mekanisme pengelolaan 
konflik. Sehingga Samudera Hindia dapat menjadi kawasan yang aman 
untuk melakukan aktifitas kelautan.  
C. Dampak kepemimpinan Indonesia dalam Indian Ocean Rim Association 
(IORA) terhadap kebijakan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia 
       Geografi Indonesia yang terletak tepat di tengah perlintasan globalisasi 
menunjukkan bahwa Negara ini memiliki posisi menentukan bagi 
kelangsungan maritim. Letak Indonesia bukan saja strategis tetapi ultra 
strategis yang dimana ini menjadi salah satu alasan mengapa Indonesia akan 
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menjadi pusat kritikal politik dunia. (Kaplan, 2010, p. 268) Karena posisi 
Indonesia inilah maka alangkah bijaknya Indonesia jika terdapat keputusan 
untuk memperkuat kebijakan dan strategi maritim dari Indonesia sendiri. 
       Indonesia dalam cita-citanya menjadi Poros Maritim Dunia merupakan 
suatu kemajuan yang besar. Tetapi untuk mewujudkannya dibutuhkan 
kepedulian lebih besar dalam membangun maritim, dan usaha ini harus 
dilakukan berkesinambungan. Sesuai dengan yang dungkapkan oleh Teuku 
May Rudy dimana organisasi internasional itu didefinisikan sebagai pola 
kerjasama yang batas-batas negara didasari struktur organisasi yang jelas dan 
lengkap serta diharapkan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya 
secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya 
tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama baik antara pemerintah 
ddengan pemerintah maupun pemerintah dengan kelompok non-pemerintah. 
Maritim adalah domain yang sulit untuk di wujudkan, untuk menjadi negara 
maritim tidak dapat dilakukan dengan sekejap mata. Pembentukan Indonesia 
sebagai Negara Poros Maritim Dunia membutuhkan proses yang panjang, hal 
ini tidak dapat terwujud jika kepedulian terhadap maritim hanya bergantung 
kepada periode kepemimpinan.  
          Kepemimpinan Indonesia dalam IORA tentunya dapat membawa 
dampak tersendiri bagi Indonesia sehubungan dengan visi Indonesia seagai 
Poros Maritim Dunia. Sebagaimana diketahui Indonesia diapit oleh kedua 
Samudera yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Jika Indonesia ingin 
mewujudkan visinya sebagai Negara Poros Maritim Dunia tentunya 
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pengelolaan laut Indonesia sendiri harus dimaksimalkan terutama kedua 
samudera yang mengapit Indonesia. 
       Salah satu dampak kepemimpinan Indonesia di IORA sendiri kaitannya 
dengan Poros Maritim Dunia adalah saat ini Indonesia sudah gencar 
memperlihatkan perannya tidak hanya di Samudera Pasifik, tetapi Indonesia 
saat ini telah banyak melakukan peran di Samudera Hindia. IORA dapat 
dikatakan masih asing bagi telinga masyarakat Indonesia. Namun, ketika 
Indonesia mulai menjabat sebagai Wakil Ketua IORA periode 2013-2015 
IORA sudah mulai ramai diperbincangkan. Sejak saat itu pula mulailah di 
bentuk badan-badan kajian khusus untuk Samudera Hindia itu sendiri. Karena 
untuk menjadi Negara Poros Maritim Dunia, Indonesia tidak boleh hanya 
melihat satu sisi dari samudera yang mengapitnya tetapi Indonesia harus 
berperan aktif di keduanya.  
       Dalam rangka kepemimpinan Indonesia dalam IORA dan visi 
Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia saat ini Indonesia sedang gencar 
melakukan pengembangan infrastruktur. Adapun saat ini Indonesia sedang 
membangun pelabuhan, kehadiran kapal-kapal dan fasilitas asing di berbagai 
pelabuhan Indonesia, serta konektifitas wilayah melalui jalur transportasi laut 
yang bebas hambatan (tol laut) dari dan menuju jalur pelayaran internasional 
(Nainggolan, 2015, p. 12). Realisasi dari pembangunan infrastruktur 
khususnya tol laut ini diharapkan dapat menghilangkan hambatan transportasi 
yang mnyebabkan perbedaan biaya transportasi serta harga komoditi. Dengan 
pengembangan infrastruktur juga dalam bidang ekonomi Indonesia dapat 
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membangun basis ekonomi rakyatnya di sepanjang jalur pelayaran 
internasional, dengan kehadiran pelabuhan-pelabuhan bertaraf internasional 
dan keterhubungan mereka dengan pelabuhan-pelabuhan tradisional yang 
sudah ada sebelumnya di masa kolonialisme (Umbas, 2014, p. 21) 
       Untuk saat ini dalam konsep pengembangan Poros Maritim Dunia 
sendiri, Indonesia selaku ketua IORA ingin melakukan ekspansi terkait 
dengan perannya tidak hanya di Samudera Pasifik tetapi di Samudera Hindia. 
Untuk menjadi sebuah negara dengan julukan Poros Maritim Dunia tentunya 
Indonesia harus kuat dengan pelayarannya bagaimana Indonesia dapat 
menjadi pusat dari kegiatan di lautan. Selain itu, tersedia dan terpeliharanya 
akses laut merupakan kunci pengembangan dan kemajuan Indoensia sebagai 
Poros Maritim Dunia. Maka dari itu, dalam konteks pengembangan Poros 
Maritim Dunia, distribusi jalur laut Indonesia mengandalkan 5 pelabuhan 
besar yang dimiliki oleh Indoensia yakni Belawan (Medan), Tanjung Priok 
(Jakarta), Tanjung Perak (Surabaya), Makassar, dan Sorong (Papua Barat) dan 
untuk pelabuhan Kuala Tanjung di Sumatera Utara dan Bitung di Sulawesi 
Utara dikembangkan sebagai pelabuhan internasional. (Hasil wawancara 
dengan Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, MA, Kepala Pusat Penelitian 
Sekjen DPR-RI pada 11 Januari 2017). 
       Dalam doktrin Poros Maritim Dunia, ke                                                                
daulatan maritim tidak dapat diabaikan, karena di sini penguatan hukum dan 
perjanjian maritim, keamanan dan ketahanan maritim, delimitasi zona maritim, 
navigasi dan keselamatan maritim, dan pembangunan 9 bandara di wilayah 
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perbatasan dan 7 marina di wilayah Indonesia bagian timur menjadi penting. 
Untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing, produktifitas pelabuhan yang 
suda ada, harus ditingkatkan dengan mengurangi dwelling time, dari 8 hari 
menjadi 3 hari. Sementara pembangunan 24 pelabuhan baru, terutama 
pelabuhan besar dengan luas hingga 2000 ha dan memiliki sebanyak 2.155 
pelabuhan, dengan sebanyak 1.141 dikelola PT. Pelindo I-IV dan 1.130 
merupakan pelabuhan umum non-pelindo. (Nainggolan, 2015, p. 26) 
       Selain itu realisasi dari Poros Maritim Dunia akan tergantung dari 
pemberantasan illegal fishing, dan upaya mengurangi overfishing dan 
merehabilitasi kerusakan laut dan lingkungan pesisir. Dalam kepemimpinan 
Indonesia sendiri di IORA, dalam upaya untuk memberantas Illegal, 
Unreported, Unregulated Fishing (IUU Fishing) Indonesia sendiri melalui 
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Badan Keamanan Laut 
(Bakamla) telah melakukan peningkatan keamanan di laut. Selain itu KKP 
juga banyak melakukan kegiatan pelatihan terhadap nelayan-nelayan karena 
KKP sendiri merasa bahwa aktor utama dari terbentuknya Poros Maritim 
Dunia ini adalah nelayan itu sendiri jadi bagaimana saat ini KKP sendiri 
sedang melakukan pengembangan terhadap nelayan Indoensia.  
       Kepemimpinan Indonesia dalam IORA ini sendiri juga berpengaruh 
dalam pembentukan visi Poros Maritim Dunia karena akan menyebabkan 
peran aktif kawasan Indoensia sendiri di kawasan Samdera Hindia, karena inti 
dari menjadi Poros Maritim Dunia adalah bagaimana Indonesia dapat menjadi 
penghubung diantara kedua samudera yang mengapitnya. Indonesia dalam 
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kepemimpinannya telah melakukan peran yang besar melalui kerjasama IORA 
ini bisa menjadi kendaraan bagi Indonesia untuk menanamkan pengaruhnya di 
wilayah Samdera Hindia. 
 Keterkaitan IORA dan Pencapaian Pilar Poros Maritim Dunia 
Pilar Poros Maritim 
Dunia 
 
Agenda Kepemimpinan Indonesia di IORA 
1. Budaya 
Maritim 
a. IORA Business Innovation Centre (BIC) 
b. IORA Guide for Investment 
c. LIPI dan Indian Ocean Rim Academic Group 
(IORAG) mengadakan seminar nasional 
“Interseksi Kebudayaan dan Peradaban di 
Samudera Hindia” 
d. Kementerian Pariwisata RI mengadakan 
Workshop on Cultural Tourism in IORA 
Countries 
2. Diplomasi 
Maritim 
a. The 3rd Indian Ocean Dialogue “Addresing 
Maritime Security Challenges in the Indian 
Ocean Through Enhanced Regionalism” 
b. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) 
melakukan penguatan Port State Measures dalam 
rangka pemberantasan IUU Fishing. 
3. Pertahanan 
Maritim 
a. Pembangunan pangkalan oleh Bakamla di 
perairan Sabang, Cilacap, Natuna, Balikpapan, 
Makassar, dan Sorong. 
b. The 2nd International Maritime Security 
Symposium 
c. The 2nd Komodo Joint Naval 
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BAB V  
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
   Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan, maka dapat ditarik 
kesimpulan, yaitu: 
1. Kepemimpinan Indonesia di IORA untuk periode 2015-2017 diresmikan 
pada Pertemuan Tingkat Menteri ke-15 di Padang denga Afrika Selatan 
menjabat sebagai Wakil Ketua. Indonesia menjabat sebagai Ketua IORA 
untuk periode 2015-2017 karena terpilihnya Indonesia sebagai Wakil Ketua 
IORA pada periode 2013-2015 ini merupakan ketentuan IORA yaitu 
keketuan IORA untuk periode selanjutnya adalah negara yang sebelumnya 
menjabat sebagai wakil ketua.  
2. Adapun Implementasi kepemimpinan Indonesia dalam IORA adalah dalam 
kepemimpinan IORA pada periode 2015-2017 adalah Indonesia merupakan 
satu-satunya negara yang menetapkan tema dalam kepemimpinannya, 
adapun tema kepemimpinan Indonesia di IORA untuk periode 2015-2017 
ialah “Strengthening Maritime Cooperation in a Peaceful and Stable India 
Ocean”. Selain itu Indonesia memiliki tujuh program konkrit dimana 
pemerintah Indonesia sendiri bekerja sama dengan Kementerian dan 
Lembaga Repuplik Indonesia yaitu: 
i. The 3rd Indian Ocean Dialogue  
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ii. International Symposium “IORA 20th Anniversary: Learning from 
Past and Charting the Future.  
iii. IORA Business Innovation Centre (BIC).  
iv. IORA Guide for Investment.  
v. The 2nd Blue Economy Conference.  
vi. Regional Workshop: “Interseksi Kebudayaan dan Peradaban di 
Samudera Hindia”.  
vii. IORAG Cultural Expo.  
  Indonesia memilki 6 agenda prioritas dimana dalam setiap agenda 
tersebut terdapat inisiasi Indonesia yang akan diadopsi menjadi Code of 
Conduct  yang akan ditawarkan indonesia dalam IORA Concord. Adapun 
6 agenda prioritas IORA berada pada bidang, yaitu: 
a. Keamanan dan Keselamatan Maritim 
b. Fasilitasi Perdagangan dan Investasi 
c. Manajemen Perikanan 
d. Manajemen Risiko Bencana Alam 
e. Akademis, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 
f. Pariwisata dan Pertukaran Sosial-Budaya 
3. Kepemimpinan Indonesia dalam IORA ini sendiri juga berpengaruh dalam 
pembentukan visi Poros Maritim Dunia karena akan menyebabkan peran 
aktif kawasan Indoensia sendiri di kawasan Samdera Hindia, karena inti 
dari menjadi Poros Maritim Dunia adalah bagaimana Indonesia dapat 
menjadi penghubung diantara kedua samudera yang mengapitnya. 
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Indonesia dalam kepemimpinannya telah melakukan peran yang besar 
melalui kerjasama IORA ini bisa menjadi kendaraan bagi Indonesia untuk 
menanamkan pengaruhnya di wilayah Samdera Hindia. 
B. Saran 
1. Di tengah keterbatasan kemampuan menjaga wilayah perairannya, 
mewujudkan visi ini akan banyak membutuhkan dukungan kekuatan-
kekuatan lainnya di kawasan serta berpotensi berhadapan dengan 
kekuatan-kekuatan besar yang memilki kepentingan di kawasan Samudera 
Hindia. Mewujudkan Indoensia sebagai kekuatan regional yang secara 
nyata hadir dan mampu mempengaruhi kawasan Samudera Hindia masih 
harus menempuh perjalanan panjang. Dalam membentuk Poros Maritim 
Dunia ini dibutuhkan tidak hanya peran dari Pemerintah Indonesia, tetapi 
seluruh elemen masyarakat juga harus mendukung.  
2. Dalam setiap kepemimpinan presiden di Indonesia, fokus terhadap bidang 
maritim dapat dikatakan bergantung kepada siapa Presiden yang menjabat. 
Untuk dapat betul-betul menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim 
Dunia ada baiknya segala kegiatan Indonesia saat ini yang memiliki 
dampak terhadap pembangunan maritim dapat dilakukan terus menerus 
dan berkesinambungan.  
 
  
93 
 
DAFTAR PUSTAKA  
Buku : 
Amal, I., & Armawi, A. (1998). Regionalisme, Nasionalisme, dan Ketahanan 
Nasional. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 
Asrudin. (2009). Refleksi Teori Hubungan Internasional dari Tradisional ke 
Kontemporer. Yogyakarta: Graha Ilmu. 
Carlsnaes, W., Risse, T., & Simmon, B. A. (2004). Handbook Hubungan 
Internasional (I ed.). (I. Baehaqi, Penerj.) London: SAGE Publications. 
Coulumbis, T., & Walfe, J. (1998). Pengantar Hubungan Internasional: Power 
and Justice. (M. Marbun, Penerj.) andung: Putra A. Bardin. 
Fithri, H. (2014). Tinjauan Mengenai Organisasi Internasional. Universitas 
Sumatera Utara, Sumatera. 
Hayati, S., & Yani, A. (2007). Geografi Politik. (A. S. Mifka, Penyunt.) Bandung: 
PT Refika Aditama. 
Hennida, C. (2015). Rezim dan Organisasi Internasional. Malang: Intrans 
Publishing. 
Hettne, B., & Soderbaun. (2002). Theorizing the Rise of Regionnes. London: 
Routledge. 
Kaplan, R. D. (2010). Monsoon: the Indian Ocean and the Future of American 
Power. New York: Random House. 
Kementrian Kelautan dan Perikanan. (2008). Evaluasi Kebijakan dalam Rangka 
Implementasi Hukum Laut Internasional (UNCLOS 1982) di Indonesia. 
Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Dewan Kelautan Indonesia. 
Kementrian Luar Negeri Indonesia. (2014, 11). Presiden Jokowi Deklarasikan 
Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia. Diambil kembali dari Presiden 
Jokowi Deklarasikan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia 
Koremenos, B., Lipson, C., & Snidal, D. (2003). The Rasional Design of 
International Institutions. Cambridge: Cambridge University Press. 
Luke, L. G. (2013). From IOR-ARC to IORA: A New Name for Indian Ocean 
Regional Body. Australia: Future Directions International. 
Majalah INKINDO DKI Jakarta. (2016). Majalah INKINDO DKI Jakarta. 
Pembangunan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia , 6. 
Muladi, & Gunawan, K. (2007). Transformasi Geopolitik (Edisi Pertama ed.). 
Jakarta: Pusat Pengkajian Strategi Nasional. 
94 
 
Nainggolan, P. P. (2015). Agenda Poros Maritim Dunia. Jakarta: Pusat 
Pengkajian, Pengolaan Data dan Informasi (P3DI) dan Azza Grafika. 
Panikkar, K. M. (1951). Indian and the Indian Ocean An Essay on the Influence of 
Sea Power on Indian History (2nd ed.). London: George Allen & Unwin 
LTD. 
Pareira, A. H. (1999). Perubahan Global dan Perkembangan Studi Hubungan 
Internasional. Bandung: Citra Aditya Bakti. 
Plano, J. C., & Olton, R. (1982). The International Relations Dictionary (3rd 
Edition ed.). (W. Juanda, Penerj.) California: Santa Barbara. 
Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Asia Pasifik dan Afrika. 
(2014). Indonesia dan Indian Ocean Rim Association (IORA) Tahun 2015-
2017: Peluang dan Tantangan. (M. H. Saripudin, Penyunt.) Jakarta: P3K2 
Aspasaf. 
Rahmawaty, A. (2015). Poros Maritim Dunia: Pencapaian di Era Globalisasi. 
Dalam I. B. Susilo, Kemaritiman Indonesia: Problem Dasar Strategi 
Maritim Indonesia (Edisi Pertama ed., hal. 261). Malang: Cakra Studi 
Global Strategis (CSGS) FISIP Universitas Airlangga dan Intelegensia 
Media. 
S, N., Sylvia, D., & Sudirman, A. (2010). Regionalisme dalam Studi Hubungan 
Internasional. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 
Suherman, A. M. (2003). Organisasi Internasional dan Integrasi Ekonomi 
Regional dalam. Jakarta: Ghalia Indonesia. 
Susanto, L., & R., D. (2014). Geopolitik dan Geostrategy. Jakarta: Gramedia 
Pustaka Utama. 
Sutch, J. E. (2007). The Basics International relations. canada: Routledge. 
Thamrin, T. S. (2013). Kedaulatan Laut dan Konsep Poros Maritim.  
Umbas, M. F. (2014). Solusi Jokowi. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 
Winarwati, I. (2016). Konsep Negara Kepulauan. Indonesia: Setara Press. 
 
 
 
 
 
95 
 
Jurnal: 
Ku, C. (1991). Case Western Reserve Journal of International Law. The 
Archipelagic States Concept and Regional Stability in Southeast Asia , 
243:463. 
Leng, L. Y. (1983). Singapore Journal of Tropical Geography. The Archipleagic 
Concept and its Impact on Southeast Asia , 4 No. 1. 
Muhamad, S. V. (2014). Info Singkat Hubungan Internasional. Indonesia Menuju 
Poros Maritim Dunia , Vol. VI, No. 21, 6. 
Roza, R. (2015). Info Singkat Hubungan Internasional. Indian Ocean Rim 
Association (IORA) dan Kepentingan Indonesia di Samudera Hindia , Vol. 
VII No. 06. 
Rustam, I. (2015). Indonesian Perspective. Tantangan ALKI dalam Mewujudkan 
Cita‐cita Indonesia sebagai Negara Poros Maritim Dunia , Volume 1 
Nomor. 1, 7. 
Sihombing, L. (2016). Info Singkat Hubungan Internasional. Indian Ocean Rim 
Associoation Concord dan Kepentingan Indonesia , Vol. VIII, No. 20. 
Stolberg, A. G. (2010). National Seurity Policy and Strategy. The U.S. Army War 
College Guide to National Seurity Issue , II, 14. 
  
Internet:  
Ambarwati, R. (2014). Membangun Kelautan untuk Mengembalikan Kejayaan 
sebagai Negara Maritim. Diambil kembali dari http://www.ppk-
kp3k.kkp.go.id/ver2/news/read/115/membangun-kelautan-untuk-
mengembalikan-kejayaan-sebagai-negara-maritim.html 
Badan Informasi Geospial. (t.thn.). Indonesia Memiliki 13.466 Pulau yang 
Terdaftar dan Berkoordinat. Diambil kembali dari 
http://www.bakosurtanal.go.id/berita-surta/show/indonesia-memiliki-13-
466-pulau-yang-terdaftar-dan-berkoordinat 
Dahlan, F. (2015, Februari). Indian Ocean Rim Association (IORA) Peran 
Indonesia Memperkuat Kerjasama di Kawasan Samudera India. Dipetik 
November 2016, dari Tabloid Diplomasi: 
http://www.tabloiddiplomasi.org/current-issue/209-diplomasi-februari-
2015/1833-indian-ocean-rim-association-iora-peran-indonesia-memperkuat-
kerjasama-di-kawasan-samudera-india.html 
96 
 
Direktorat Perundingan APEC dan Organisasi Internasional. (2016). Brief 
mengenai Indian Ocean Rim Association (IORA). Dipetik Desember 2016, 
dari Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional: 
http://ditjenppi.kemendag.go.id/id/brief-mengenai-indian-ocean-rim-
association-iora/ 
Edukasi Indonesia. (2015). 11 Pengertian Organisasi Internasional Menurut Para 
Ahli. Dipetik Desember 12, 2016, dari 
http://www.edukasinesia.com/2016/06/11-pengertian-organisasi-
internasional-menurut-para-ahli.html?m=1 
Elizabeth, A. (2015). Kerjasama IORA Sangat Penting dan Strategis. Diambil 
kembali dari http://lipi.go.id/berita/single/Kerjasama-IORA-Sangat-Penting-
dan-Strategis/10892 
Index/SATAL. (2010). Four Good Reasons to Explore Indonesia's Deep Sea. 
Dipetik Desember 2016, dari Ocean Explorer: 
http://oceanexplorer.noaa.gov/okeanos/explorations/10index/background/inf
o/media/10index_edu_fact_sheet.pdf 
Indian Ocean Rim Association. (t.thn.). Formation. Dipetik Desember 2016, dari 
Indian Ocean Rim Association Website: http://www.iora.net/about-
us/formation.aspx 
Indian Ocean Rim Association. (t.thn.). Working Group of Trade & Investment. 
Dipetik Desember 2016, dari http://www.iora.net/forum/working-group-of-
trade-investment.aspx 
Indian Ocean Rim Assoiation. (2014). Dipetik Desember 2016, dari 
http://www.iora.net/about-us/how-iora-operates/scope-of-work-aspx 
International Monetary Fund. (2014, April). World Economic Outlook Database. 
Diambil kembali dari 
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/02/weodata/index.aspx 
Kementerian Luar Negeri Indonesia. (2016, Oktober). IORA Perkuat Kerja Sama 
Bidang Perdagangan dan Investasi. Dipetik Februari 2017, dari 
Kemlu.go.id: http://www.kemlu.go.id/id/berita/Pages/IORA-Perkuat-Kerja-
Sama-Bidang-Perdagangan-dan-Investasi.aspx 
Kementerian Luari Negeri Republik Indonesia. (2016, April). The 3rd Indian 
Ocean Dialogue Bahas Tantangan Keamanan Maritim di Samudera Hindia. 
Dipetik Februari 2017, dari Kemlu.go.id: 
http://kemlu.go.id/id/berita/Pages/The-3rd-Indian-Ocean-Dialogue-Bahas-
Tantangan-Keamanan-Maritim-di-Samudera-Hindia-.aspx 
97 
 
Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. (2014, Januari). Kunjungan Wisman 
November Capai Rekor Baru, Target 2013 Semakin Mantap. Dipetik 
Februari 2017, dari Kemenpar.go.id: 
http://www.kemenpar.go.id/asp/detil.asp?c=16&id=2502 
Kementrian Luar Negeri Indonesia. (2015). Indian Ocean Rim Association. 
Dipetik Desember 2016, dari Kementrian Luar Negeri Indonesia: 
http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/kerjasama-regional/Pages/IORA.aspx 
Mangindaan, R. (2011, Juli). Memperkokoh Keamanan Maritim Proyeksi 2011-
2014. Dipetik Desember 2016, dari Forum Kajian Pertahanan dan Maritim: 
http://www.fkpmaritim.org/memperkokoh-keamanan-maritim-proyeksi-
2011-2014/ 
Maskun. (2011). Konsepsi Negara Kepulauan. Dipetik Oktober 2016, dari Negara 
Hukum: http://www.negarahukum.com/hukum/konsepsi-negara-
kepulauan.html 
Muhaimin. (2013). Jadi Wakil Ketua IORA, RI dorong kerjasama di Samudra 
Hindia. Dipetik Januari 2017, dari SindoNews.com: 
http://international.sindonews.com/read/801601/40/jadi-wakil-ketua-iora-ri-
dorong-kerjasama-di-samudra-hindia-1383533769 
Nugroho, A. (2015, April). Membedah Gagasan A.T Mahan Tentang Sea Power. 
Dipetik Februari 2017, dari Jurnal Maritim: 
http://jurnalmaritim.com/2015/04/membedah-gagasan-a-t-mahan-tentang-
sea-power/ 
Parikesit, G. (2014). Cara Jokowi Jadikan Indonesia Poros Maritim . Dipetik 
Desember 2016, dari Tempo: 
https://dunia.tempo.co/read/news/2014/11/13/118621707/cara-jokowi-
jadikan-indonesia-poros-maritim 
Pratama, A. F. (2014). Gagas Poros Maritim Dunia, Jokowi Sadari Masa Depan 
Ada di Laut. (E. Djumena, Penyunting) Dipetik Desember 2016, dari Harian 
Kompam com: 
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/07/05/205320526/Gagas.Poro
s.Maritim.Dunia.Jokowi.Sadari.Masa.Depan.Ada.di.Laut 
S, E. H. (2012, November). BPK: Pencurian Ikan Rugikan Negara Rp300 Triliun. 
Dipetik Januari 2017, dari Viva.co.id: 
http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/370255-bpk--pencurian-ikan-
rugikan-negara-rp300-trilliun 
 
98 
 
 
 
 
